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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan  implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 
keinginan pemerintah daerah untuk mendirikan perusahaan daerah atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) semakin besar pula. Hal ini dilakukan mengingat 
peran perusahaan daerah sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh 
pemerintah daerah cukup strategis dalam menstimulasi pembangunan ekonomi 
daerah. Keberadaan perusahaan daerah diyakini dapat menciptakan efek multiplier  
yang cukup besar yang selanjutnya dapat menggerakkan aktivitas ekonomi 
masyarakat secara keseluruhan.  
Dengan mencermati terbentuknya perusahaan daerah (BUMD), BUMD  
bertujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada 
masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penerimaan 
pemerintah daerah. Dilihat dari kategori sasarannya, perusahaan daerah dibedakan 
atas dua golongan yaitu (i) perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum, 
dan (ii)  perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam 
PADnya. Dengan dua sasaran tersebut, maka berkembanglah perusahaan daerah di 
daerah berbagai bidang usaha sesuai dengan potensi strategis daerah masing-masing 
antara lain perusahaan daerah yang bergerak dibidang jasa keuangan dan 
perbankan, pengangkutan penumpang dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya 
pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, 
percetakan, ekspedisi, dan lain-lain.  
Meskipun diakui bahwa sejauh ini jumlah perusahaan daerah mengalami 
peningkatan cukup signifikan yang mencapai diatas 3000 dibandingkan pada tahun 
1996 yang hanya mencapai sekitar 611 buah BUMD (Harefa, 2010), namun 
sumbangan  keberadaan perusahaan daerah terhadap pencapain tujuan peningkatan 
pelayanan publik dan penerimaan daerah dalam PAD masih jauh dari harapan. 
Pengelolaan perusahaan daerah dengan mengacu pada kedua tujuan tersebut 
nampaknya menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan seiring dengan 
percepatan perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi. Untuk itu, agar tujuan 
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pendirian perusahaan daerah tercapai maka pengelolaan perusahaan daerah sebagai 
sebuah lembaga bisnis dituntut lebih professional dan lebih efisien dalam 
melaksanakan usahanya.Sebagai perusahaan yang diperbolehkan untuk memperoleh 
profit, intervensi pemerintah dalam pengelolaannya sedapat mungkin dibatasi yang 
mana selama ini masih menjadi permasalahan besar didaerah (Ernawan, 2011). 
Kota Tarakan memiliki potensi strategis seperti kekayaan sumberdaya alam 
baik di darat maupun di laut. Dengan potensi yang dimiliki, pemerintah daerah 
bersama masyarakat memegang peran yang cukup besar dalam mewujudkan  visi 
dan misinya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbudaya, adil, dan sejahtera 
(Pemda Kota Tarakan, 2013).  Salah satu bentuk peran pemerintah daerah adalah 
mengoptimalkan keberadaan perusahaan daerah sebagai lembaga bisnis yang dapat 
meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah. Saat ini  Kota Tarakan telah memiliki satu perusahaan 
daerah yang menangani berbagai bidang usaha seperti pasar, parkir, asset daerah, 
pelabuhan, dan gas rumah tangga. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya di 
Indonesia, Kota Tarakan juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan 
tantangan dalam pengelolaan perusahaan daerah sehingga peranannya belum 
memberikan hasil secara sigfinikan terutama sumbangannya terhadap pendapatan 
asli daerah. Pada tahun 2008,  kontribusi bagian laba perusahaan daerah terhadap 
PAD sebesar 18 persen dan cenderung menurun menjadi 15 persen pada tahun 
2012. Kedepan, dengan pengelolaan perusahaan daerah yang semakin baik, 
diharapkan kontribusinya semakin meningkat pula yang tentu saja dengan berbagai 
kebijakan yang diarahkan kepada penguatan kelembagaan perusahaan daerah 
tersebut. 
Untuk lebih mengoptimalkan peran perusahaan daerah terhadap 
pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Kota Tarakan, seyogyanya 
pengelolaan perusahaan daerah dengan berspesialisasi pada core business yang jelas 
perlu mendapat perhatian, agar kinerjanya menjadi semakin baik bahkan peluang 
bagi terbentuknya perusahaan daerah  yang baru dengan tetap mengacu pada 
peraturan yang berlaku. Peluang pengembangan perusahaan daerah di Kota Tarakan 
cukup beralasan karena didukung oleh potensi strategis yang dimilikinya. 
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Salah satu upaya untuk mengarah kepada peningkatan kinerja perusahaan 
daerah dengan core business yang jelas perlu kajian mendalam untuk mengevaluasi 
kinerja perusahaan daerah Kota Tarakan baik yang terkait dengan aspek ekonomi 
maupun kelembagaannya. 
 
1.2. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan dari  studi ini adalah: 
1.2.1. Memperoleh  gambaran umum mengenai kondisi ekonomi daerah dan 
kondisi ekonomi Perusahaan Daerah Kota  Tarakan. 
1.2.2. Memperoleh gambaran umum mengenai kondisi kelembagaan 
Perusahaan Daerah Kota Tarakan 
1.2.3. Mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 
daerah dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan daerah yang 
telah terbentuk per jenis kegiatan usaha. 
1.2.4. Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada pengelompokan core 
busines melalui pembentukan divisi atau unit bisnis sesuai dengan potensi 
daerah Kota Tarakan 
Kegunaannya adalah: 
Memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan 
kinerja perusahaan daerah yang dapat mendorong percepatan perekonomian 
Kota Tarakan dan wilayah sekitarnya. 
 
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan 
 Lingkup Kegiatan 
Secara garis besar, lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam pekerjaan ini 
terdiri atas lima poin yaitu: 
1. Kondisi sosial ekonomi Kota Tarakan. Kegiatan ini antara lain mengkaji 
dan menganalisis perekonomian Kota Tarakan meliputi pertumbuhan 
ekonomi Kota Tarakan, tingkat inflasi,  IPM, kemiskinan, pengangguran, 
dan beberapa indikator demografi dan ketenagakerjaan. Tujuan dari 
Laporan Akhir 
Evaluasi Ekonomi dan Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
2013 
 
Universitas Hasanuddin Page 12 
 
kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi 
perekonomian Kota Tarakan yang dapat berkontribusi terhadap 
peningkatan kinerja perusahaan dan ataupun pembentukan perusahaan 
daerah baru di Kota Tarakan.  
2. Kondisi perusahaan daerah meliputi aspek ekonomi dan struktur 
kelembagaan. Kegiatan ini mendeskripsikan kondisi ekonomi dan struktur 
kelembagaan perusahaan daerah yang ada di Kota Tarakan meliputi core 
busines, jumlah kegiatan yang dilakukan, pengenaan tarif, jumlah pasar 
dan pedagang yang dilayani, kemitraan dengan instansi terkait, aspek 
keuangan (sumbangannya terhadap PAD), sumber daya manusia, struktur 
organisasi, target pendapatan yang disetor ke daerah. 
3. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan daerah. 
Kegiatan ini lebih diarahkan kepada interview terhadap stakeholder Kota 
Tarakan mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi (lingkup 
internal dan eksternal) dalam mengembangkan usahanya dan 
kemungkinan akan terbentuk perusahaan daerah lain yang sesuai dengan 
potensi sumberdaya daerah.  
4. Dukungan regulasi dan kebijakan untuk pengelolaan dan 
pengembangannya. Kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi regulasi 
dan kebijakan yang dibuat oleh direktur dan atau kepala daerah sebagai 
sebuah kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan dan 
pengembangan usaha perusahaan daerah. Tantangan dan permasalahan 
terkait dengan implementasi regulasi dan kebijakan yang dibuat juga 
menjadi fokus pengkajian. 
5. Dampak keberadaan perusahaan daerah terhadap pembangunan ekonomi 
secara keseluruhan. Keberadaan perusahaan daerah disamping untuk 
berkontribusi terhadap pendapatan daerah juga untuk meningkatkan 
pelayanan publik dan mendorong percepatan perekonomian daerah. 
Kegiatan ini diarahkan untuk dapat mengidentifikasi dampak keberadaan 
perusahaan daerah terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya dampaknya 
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terhadap pengangguran, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 
daerah dan kegiatan ekonomi lainnya. 
6. Kemungkinan terbentuknya jenis Perusahaan Daerah baru yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tarakan. Dari seluruh 
rangkaian kegiatan sebelumnya baik terhadap kondisi umum 
perekonomian daerah maupun kondisi ekonomi dan kelembagaan 
perusahaan daerah selama ini, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan 
terkait dengan alternatif pembentukan perusahaan daerah yang baru yang 
sesuai dengan potensi daerah. 
Lingkup Wilayah  
Lokasi penelitian adalah Kota Tarakan yang dilaksanakan dalam kurun 
waktu 5 (lima) bulan sejak ditanda tanganinya kontrak kerja. 
 
1.4.  Output 
Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa produk kebijakan 
Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Perusda Kota Tarakan yang berbasis 
evidence yang terangkum dalam sebuah laporan penelitian. 
1.5. Sistematika Laporan Pendahuluan 
Sistematika penulisan Laporan Pendahuluan untuk Kegiata Evaluasi Ekonomi dan 
Struktur Kelembagaan Kota Tarakan adalah sebagai berikut : 
Bab 1 Pendahuluan 
Meliputi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, 
keluaran, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan sistimatika pembahasan. 
Bab 2 Metodologi  
Meliputi uraian pendekatan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan dalam mendukung pencapaian maksud dan tujuan pekerjaan ini. 
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Bab 3 Analisis Ekonomi Daerah dan Perusda Kota Tarakan 
Meliputi uraian mengenai kondisi sosial ekonomi Kota Tarakan yang berisi 
gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB harga 
konstan dan berlaku, komoditas unggulan (komoditas ekspor), 
perkembangan jumlah penduduk, tingkat pengangguran, kemiskinan, IPM, 
serta gambaran mengenai keuangan daerah Kota Tarakan, dan sebagainya. 
Subtansi berikutnya adalah menganalisis aspek ekonomi Perusda Kota 
Tarakan meliputi jumlah unit usaha yang dikelola oleh Perusda Kota 
Tarakan, perkembangan pendapatan daerah yang disetor ke DP2KAD, target 
dan realisasi penerimaan dari masing-masing unit usaha, tarif yang 
ditetapkan, estimasi potensi penerimaan dari masing-masing unit usaha yang 
dikelola. 
Bab 4 Analisis Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
 Bab ini menganalisis arahan peraturan perundangan tentang BUMD dan 
aspek kelembagaan meliputi SDM, organisasi, dan sistem pengelolaan 
Perusda Kota Tarakan, serta alternatif pengembangan Perusahaan Daerah 
Kota Tarakan. 
Bab 5 Analisis SWOT Perusda Kota Tarakan 
Bab ini menganalisis kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang 
pengembangan Perusda Kota Tarakan ke depan. 
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BAB  II 
METODOLOGI  
2.1.Pendekatan Penelitian 
Kegiatan pengkajian ini dilakukan melalui pendekatan survey lapangan. 
Pendekatan analisisnya adalah pendekatan statistik-deskriptif dan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif dilakukan berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari hasil survey lapangan  dalam bentuk wawancara kepada informan 
kunci dan hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bappeda. Sementara 
analisis statistik-deskriptif dilakukan berdasarkan data-data kuantitatif yang 
diperoleh terutama terkait dengan aspek ekonomi. 
 
2.2.Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian  
Secara garis besar, lingkup penelitian ini dibagi atas 4 kategori: (i) Kondisi  
perusahaan daerah meliputi aspek ekonomi dan struktur kelembagaan, (ii) 
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan daerah, (iii) Dukungan 
regulasi dan kebijakan untuk pengelolaan dan pengembangannya, (iv) Dampak 
keberadaan perusahaan daerah terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.  
Lokasi penelitian adalah Kota Tarakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 
(lima) bulan sejak ditanda tanganinya kontrak kerja. 
 
2.3.Data Dan Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder baik berupa 
kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh dari hasil diskusi dan hasil 
wawancara kepada informan kunci. Informan kunci berasal dari Direktur Perusda 
Kota Tarakan, beberapa SKPD terkait, masyarakat, dan Syahbandaran. SKPD 
terkait meliputi DP2KAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian 
Perekonomian, Bappeda, Dinas Perhubungan, sedangkan masyarakat meliputi 
pedagang di pasar, masyarakat disekitar pelabuhan Tengkayu I dan pasar Busher.  
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain: BPS, Perusahaan Daerah 
Kota Tarakan, dan instansi lainnya yang terkait. Teknik pengumpulan data primer 
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dilakukan melalui terknik wawancara langsung ke SKPD terkait dan beberapa 
pedagang di pasar tradisional (Sebengkok dan Lingkas).  
Jenis data yang diperoleh antara lain: (i) data sosial ekonomi daerah seperti 
pertumbuhan ekonomi, PDRB menurut penggunaan dan lapangan usaha, inflasi, 
komoditas ekspor, IPM, pengangguran, kemiskinan; (ii) data ekonomi dan 
kelembagaan untuk Perusda seperti jenis kegiatan usaha yang digeluti, proses 
pembentukannya, jumlah output yang diproduksi, capaian targetnya, jumlah pasar 
yang dilayani, jumlah pedagang setiap pasar, kontribusi perusahaan daerah terhadap 
pendapatan daerah, jenis kegiatan pelayanan publik, tarif yang ditetapkan, dan 
jumlah SDM; permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah 
terhadap perusahaan daerah yang ada  selama ini; model pengelolaan dan 
pengembangan yang dilakukan termasuk  ketersediaan struktur kelembaagaan; 
dampak keberadaan perusahaan daerah terhadap perekonomian secara keseluruhan, 
dukungan kebijakan yang diterapkan untuk mengembangkan kegiatan perusahaan  
daerah serta tantangan dalam implementasinya.   
 Secara detail, data dan sumber data dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini 
DATA TAHUN SUMBER 
DATA SEKUNDER 
DATA SOSIAL EKONOMI     
ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH     
EKONOMI     
1 
PDRB berlaku dan konstan (menurut lapangan 
usaha ) 
2007-2011 Bappeda, BPS 
2 PDRB per kapita 2007-2011 Bappeda, BPS 
3 Inflasi (IHK) 2007-2011 Bappeda, BPS 
4 Investasi 2007-2011 Bappeda, BPS 
5 Ekspor komoditi  2007-2011 BPS/BI 
6 Kelembagaan ekonomi terkini Bappeda/BPS 
KEUANGAN  DAERAH (APBD)      
Revenue     
1 PAD beserta rincian objek pajak dan retribusi 
APBD  Realisasi  
2007-2012  
Dispenda, DPKAD 
(Peraturan Daerah) 
 
    
Expenditure 
1 Belanja Daerah agregat 
2 Belanja klasifikasi ekonomi 
3 Pembiayaan daerah (penyertaan modal) 
    
PENDUDUK dan KETENAGAKERJAAN     
1 Penduduk  2007-2011 BPS 
2 Pengangguran/tingkat pengangguran 2007-2011 BPS 
3 
Penduduk 15 tahun bekerja menurut lapangan 
usaha 
2007-2011 BPS 
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DATA TAHUN SUMBER 
DATA SEKUNDER 
KEMISKINAN     
1 Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan 2007-2011 BPS 
2 Indeks kedalaman kemiskinan 2007-2011 BPS 
3 Indeks keparahan kemiskinan 2007-2011 BPS 
IPM     
1 IPM  2007-2011 BPS/Bappeda 
2 Literacy rate 2007-2011 BPS/Bappeda 
3 Rata-rata lama sekolah 2007-2011 BPS/Bappeda 
4 Harapan hidup 2007-2011 BPS/Bappeda 
5 Daya beli 2007-2011 BPS/Bappeda 
DOKUMEN PERENCANAAN (RPJMD, RENSTRA)     
ANALISIS ASPEK EKONOMI DAN KELEMBAGAAN 
PERUSDA 
    
ASPEK EKONOMI dan KEUANGAN     
 1 Jumlah produksi menurut jenis kegiatan usaha 2007-2012 Perusda 
 2 Jumlah pasar yang dilayani 2007-2012 Perusda 
 3 Jumlah pedagang yang dilayani 2007-2012 Perusda 
4  Jumlah pelabuhan yang dilayani 2007-2011 Perusda 
 5 Besaran  Tarif   untuk setiap produk Tahun terkini Perusda 
6  Jenis kegiatan pelayanan publik 2007-2011 Perusda 
7  Jumlah penerimaan perusahaan 2007-2011 Perusda 
 8 Jumlah biaya untuk setiap unit kegiatan 2007-2011 Perusda 
 9 
Hasil usaha yang masuk kedalam kas daerah 
(PAD) 
2007-2011 
Perusda 
 10 Jumlah asset yang dimiliki Tahun terkini Perusda 
 11 Kewajiban perusda 2007-2011 Perusda 
12 Struktur organisasi Terkini Perusda 
13 Jumlah SDM Terkini Perusda 
14 Jumlah rumah tangga yang dilayani 
Minimal 3 tahun 
terakhir 
Perusda 
15 Laporan Keuangan Perusahaan 
Minimal 3 tahun 
terakhir 
Perusda 
16 Sumber pendanaan terkini Perusda 
DUKUNGAN KEBIJAKAN     
  Dukungan kebijakan daerah dan kebijakan perusda Tahun terkini Perusda 
  Jumlah mitra kerja  Tahun terkini Perusda 
DATA PRIMER 
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 
  
1 
Permasalahan  internal dan eksternal (produksi, 
pengenaan tarif, SDM, dukungan kebijakan, mitra, 
sumber pendanaan, dukungan instansi terkait, 
dukungan masyarakat, dsb) 
Terkini Interview  
2 
Tantangan  pengembangan perusda, tantangan dan 
kendala implementasi kebijakan pemda atau 
perusda 
Terkini 
Interview 
 3 
Dampak keberadaan perusda terhadap 
pengembangan  perekonomian daerah 
Terkini 
Interview 
4 Alternatif  pembentukan perusda baru Terkini Interview 
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2.4. Metode Analisis Data  
Metode analisisnya adalah analisis statistik-deskriptif dan kualitatif. Metode 
statistik deskriptif yakni mendeskripsikan  perkembangan volume produksi barang, 
jumlah modal, deskripsi tingkat pendidikan SDM, perkembangan tarif, biaya 
produksi, deskripsi potensi ekonomi daerah terutama terkait dengan produk 
domestik bruto, investasi di daerah, dan sebagainya. Analisis kualitatif terutama 
terkait dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam tentang 
permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola dan 
mengembangkan perusahaan daerah, analisis kualitatif dukungan kebijakan 
pengembangan perusahaan daerah. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan 
statistik-deskriptif selanjutnya menjadi bahan untuk menyusun strategi peningkatan 
kinerja perusahaan daerah yang sudah  terbentuk maupun pembentukan perusahaan-
perusahaan daerah yang baru dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. 
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Data dan Informasi 
STEP III 
Analisis Data & Workshop 
 
STEP II 
Survey Lapangan 
STEP I 
Persiapan proposal/ 
Studi awal 
KONSULTAN 
Evaluasi Ekonomi dan  
Kelembagaan Perusda 
 
 
Pengumpulan Data Lengkap 
(Data Sekunder dan Primer 
Melalui Interview atau 
FGD 
  
Data Sekunder:   
• PDRB, PE, Investasi, Inflasi, IPM, 
• Jumlah produksi, jenis tarif dan  
• besaran tarif, jumlah pasar,  
• pedagang, pelabuhan, jumlah SDM, 
• jumlah kebijakan, keuangan  
• daerah, asset, kewajiban,  
• jumlah penerimaan, dsb 
•  
Data Primer (kualitatif): 
•Masalah dan tantangan yang  
  Dihadapi 
•Dampak keberadaan perusda 
  Terhadap perekonomian daerah 
•Tantangan implementasi kebija 
   kan, dll 
 
•Rekomendasi  
  Pengembangan Perusda 
Sumber Informasi 
• Direktur Perusda 
• Instansi terkait (Bagian  
   perekonomi, Bappeda,  
   Dinas Perindag, Perhubungan,  
   DP2KAD) 
• BPS 
Output Survey: 
• Sekumpulan Data dan Informasi (data Sekunder) 
• Sekumpulan data  dan informasi (data primer/ 
  kualitatif) 
• Gambaran mengenai Perusda 
Regulasi dan Kebijakan 
Pemerintah dan Pemda 
Kondisi Sosial Ekonomi, Keuangan  
Daerah,  Kondisi ekonomi dan Kelem 
Bagaan Perusda, Dukungan kebijakan 
Dan Permasalahan dan  
Tantangan  Pengembangan 
Perusda 
Output Analisis 
• Laporan Awal 
•Laporan Antara 
•Laporan Akhir  
 
 
 
Seminar laporan 
Bagan 1.Kerangka Metodologi  Pelaksanaan Kegiatan 
 
2.5. Pelaporan 
Berdasarkan pada KAK maka jenis pelaporan dari konsultan terdiri dari: 
a. Laporan Pendahuluan 
Dalam tahap ini konsultan harus telah melakukan koordinasi dalam 
merumuskan rencana kerja (pembagian dan pendistribusian tugas, 
uraian/penjabaran tugas oleh masing-masing anggota tim) dan pembagian 
tugas di antara tim ahli yang terlibat, melakukan metode dan analisis yang 
digunakan, mengumpulkan data dasar yang memadai untuk analisis awal.  
Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) rangkap diserahkan kepada 
pemberi kerja paling lambat pada minggu I (pertama) setelah Surat Perintah 
Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani. Presentasi Proposal awal dilakukan 
oleh konsultan dalam rangka memperoleh masukan dari para stake holder. 
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b. Laporan Antara 
Laporan antara disampaikan paling lambat di akhir bulan kedua yang 
diserahkan sebanyak 10 rangkap (setelah diperbaiki berdasarkan hasil 
diskusi internal). Laporan ini selanjutnya dibahas dan dikoreksi oleh Pihak 
Pemilik Pekerjaan melalui Focus Discussion Group dan berdasarkan hasil 
pembahasan tersebut dibuat Konsep Laporan Akhir. Laporan pertengahan 
ini minimal  berisi tentang hasil inventarisasi,  dan analisis data serta 
interpretasi data.  
c. Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 
Laporan Final harus disampaikan minimal 1 (satu) minggu sebelum 
berakhirnya pekerjaan. Kertas yang dipergunakan berukuran A4 sebanyak 
10 eksemplar. Jenis Laporan Final ini lebih banyak dibanding bentuk 
draftnya, yang terdiri dari dokumen-dokumen berikut:  
a. Rangkuman data dasar  
b. Analisis Ekonomi dan Kelembagaan 
c. Interpretasi data-data yang telah dianalisa 
d. Penentuan kebijakan dan jenis potensi pembentukan Perusahaan 
Daerah baru di Kota Tarakan 
Ringkasan eksekutif juga bersama dengan laporan akhir berisi ringkasan 
dari seluruh dokumen yang telah disetujui dalam pembahasan terakhir 
sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. 
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BAB III 
ANALISIS EKONOMI DAERAH DAN PERUSDA KOTA  
TARAKAN 
3.1. Analisis Ekonomi Makro Daerah Kota Tarakan 
Perekonomian Kota Tarakan mengalami perkembangan yang cukup pesat 
selama periode 2009-2011. Kondisi ini ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi 
selama periode tersebut rata-rata 6,7 persen per tahun, jauh di atas dari rata-rata 
Nasional sebesar 5,76 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada 
tahun 2010 sebesar 7,93 persen dan terendah 4,63 persen pada tahun 2009. Posisi 
Kota Tarakan pada tahun 2009 sama dengan Nasional.  
Gambar 3.1 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan terhadap Nasional, 
2009-2011 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012 
Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan didorong oleh sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor keuangan. Dengan mencermati 
sektor-sektor ekonomi yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
sektor-sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi, dan 
sewa perusahaan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya 
(pertanian, industri pengolahan, listrik, air dan gas, bangunan, dan pertambangan). 
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran bertumbuh secara rata-rata 7,8 persen per 
tahun, sektor pengangkutan dan telekomunikasi bertumbuh rata-rata 8,4 persen, dan 
sektor keuangan bertumbuh rata-rata 8,1 persen per tahun.  Fakta ini menunjukkan 
4.63 
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bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran (supply side) digerakkan oleh 
ketiga sektor tersebut. Sektor pertambangan dan industri pengolahan merupakan 
sektor yang paling lambat pertumbuhannya selama periode tersebut, masing-masing 
hanya bertumbuh rata-rata 2,6 persen dan 3,7 persen, sementara pertanian sebagai 
salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB, hanya bertumbuh  rata-rata 
5 persen per tahun. Akan tetapi pada tahun 2011, kedua sektor tersebut bertumbuh 
sangat cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kedua sektor tersebut, 
sektor lainnya yang bertumbuh lebih cepat pada tahun 2011 adalah sektor keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan.  
  
Gambar 3.2. Pertumbuhan menurut sektor ekonomi, 2009-2011 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012 
Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang terbesar 
terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan, dengan sumbangan rata-rata 
41,2 persen per tahun selama periode 2009-2011.  Sektor perdagangan, hotel, dan 
restoran merupakan sektor primadona bagi Kota Tarakan disamping karena tingkat 
pertumbuhannya yang sangat cepat juga sumbangannya terhadap pembentukan 
PDRB adalah terbesar diantara sektor-sektor lainnya. Dengan mencermati sektor-
sektor lainnya, seperti sektor industri meskipun pertumbuhannya agak lambat 
namun sumbangannya terhadap PDRB menempati urutan kedua yang secara rata-
rata 15 persen per tahun.  Sektor pertanian menempati urutan ketiga terhadap 
pembentukan PDRB yang menyumbang secara-rata-rata 11 persen per tahun. Jika 
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diperhatikan per subsektor, terlihat subsektor perikanan memberikan share terbesar 
pada tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp 456,8 milyar dan kemudian meningkat 
menjadi Rp 629,9 milyar pada tahun 2011. Dengan memperhatikan pola sumbangan 
masing-masing sektor terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir ini, struktur 
ekonomi telah bergeser dari sektor sektor primer ke sektor tersier.  
Gambar 3.3.  Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar terhadap 
pembentukan nilai tambah PDRB Kota Tarakan, 2009-2011  
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012 
Ket: PDRB dengan Migas 
Pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan dari sisi permintaan, didorong oleh 
permintaan ekspor. Kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDRB meningkat 
setiap tahun dari 82,64 persen pada tahun 2009 menjadi 86,30 persen pada tahun 
2011. Meningkatnya kontribusi ekspor mengindikasikan bahwa kegiatan 
perdagangan penduduk di Kota Tarakan telah berkembang cukup pesat. Hal ini juga 
terlihat dari laju pertumbuhan ekspor yang meningkat tajam hampir duakali lipat 
dari 5,94 persen pada tahun 2009 menjadi 10,87 persen pada tahun 2011. Namun  
dari sisi impor, juga terlihat mengalami peningkatan secara signifikan, meskipun 
tidak secepat dengan pertumbuhan ekspor. Artinya bahwa ekspor bersih (net-
export) Kota Tarakan masih memperlihatkan kinerja yang positif (nilai ekspor lebih 
besar dari nilai impor). Sumbangan nilai ekspor bersih terhadap PDRB rata-rata 
sebesar 32,40 persen.  
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Komoditas perikanan seperti udang, ikan segar, dan kepiting merupakan jenis 
komoditas ekspor unggulan Kota Tarakan. Pada tahun 2011, volume udang yang 
diekspor mencapai 9,8 juta Kg dengan nilai sebesar USD $120,6 juta, volume ikan 
segar sebesar 1,2 juta kg  dengan USD 2,8 juta), dan volume kepiting sebanyak 
5.800 kg dengan nilai USD 71 ribu. Semakin tinggi volume ekspor hasil perikanan 
diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah para nelayan. Pada 
tahun 2011, jumlah nelayan perikanan laut sebanyak 2.065 orang. Oleh karena itu,  
fokus perhatian pemerintah diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
bagi para nelayan dalam rangka peningkatan hasil produksi perikanan.  
Pada sektor-sektor lainnya, seperti peran sektor rumah tangga terhadap 
pembentukan PDRB juga terlihat cukup besar, akan tetapi cenderung 
menurun hingga tahun 2011 mencapai 34,25 persen. Penurunan konsumsi sektor 
rumah tangga digantikan oleh sektor luar negeri. Pada periode yang sama,  peran 
sektor swasta  terutama dalam pembentukan  modal bruto tidak mengalami 
perkembangan yang signifikan bahkan cenderung menurun setiap tahun. Hal ini 
berarti upaya sektor swasta untuk  melakukan investasi atau menambah persediaan 
modal tidak bergerak cepat (stagnan). Demikian halnya dengan peran pemerintah 
dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi juga belum menunjukkan 
kinerja input (besaran anggaran) yang signifikan. Hal ini ditandai oleh 
kontribusinya terhadap pembentukan PDRB menurut penggunaan menurun dari 
13,72 persen pada tahun 2007 menjadi  12,01 persen pada tahun 2011.  
Gambar 3.4.  PDRB menurut penggunaan (%) Kota Tarakan, 2009-2011 
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Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012; PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2009-2011 
Perekonomian Kota Tarakan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang 
cukup memadai. Kondisi infrastruktur jalan di Kota Tarakan terus meningkat dari 
tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Total panjang jalan di Kota 
Tarakan pada tahun 2010 mencapai 220.062 Km atau meningkat sekitar 30,2 persen 
dibanding tahun 2007 (169.037 Km). Demikian pula panjang dalam kondisi baik 
mencapai 80 persen dari total panjang jalan (2010). Bandara Juwata dan Pelabuhan 
Tengkayu juga menunjukkan kinerja yang terus membaik dari tahun ke tahun, yang 
ditunjukkan oleh peningkatan jumlah lalu-lintas pesawat dan peningkatan volume 
bongkar-muat barang. Infrastruktur dasar berupa air bersih dan listrik juga tampak 
semakin membaik kinerjanya dari waktu ke waktu, yang diindikasikan oleh 
meningkatnya kemampuan PDAM dan PLN dalam memberikan pelayanan dengan 
jangkauan yang lebih luas. Pada tahun 2011, jumlah pelanggan PDAM sebanyak 
14.524, meningkat dari 11.873 pada tahun 2007. Sedangkan jumlah pelanggan 
listrik meningkat dari 32.283 pada tahun 2007 menjadi 37.441 pada tahun 2011. 
Selama periode 2007-2011, minat investor untuk menanamkan modalnya di 
Kota Tarakan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bahkan 
cenderung menurun hingga tahun 2011. Pergerakan perekonomian di Kota 
Tarakan juga sangat tergantung pada kemampuan sektor swasta dalam menanamkan 
modalnya (investasi). Pada tahun 2007, jumlah investasi untuk seluruh jenis 
kategori industri (besar, menengah dan kecil) sebesar Rp 280 milyar (US$ 37 juta).  
Pada tahun 2008, kegiatan investasi meningkat tajam menjadi Rp 641 milyar, akan 
tetapi tiga tahun berikutnya, jumlah investasi menurun menjadi Rp 218 milyar. 
Penurunan investasi ini terutama terjadi pada industri besar.  Untuk mendorong 
percepatan perekonomian secara simultan, perlu upaya  signifikan dari berbagai 
stakeholder untuk lebih meningkatkan sektor industri tanpa mengurangi perhatian 
pada sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan pengangkutan 
dan telekomunikasi.  Peningkatan investasi di sektor industri diharapkan mampu 
mengatasi pengangguran (menyerap tenaga kerja) yang mana pada beberapa tahun 
terakhir ini  cenderung meningkat.  
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Sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, bangunan, transportasi 
dan telekomunikasi serta jasa-jasa lainnya masih merupakan sektor yang 
menyerap tenaga kerja paling besar di Kota Tarakan. Pada tahun 2011, dari 
seluruh angkatan kerja yang bekerja, sekitar 85,44 persen terserap pada sektor-
sektor tersebut,  Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap ke dalam industri 
pengolahan besar dan sedang sebesar 6.233 orang, sementara pada industri kecil 
sebanyak 5.921 orang atau secara keseluruhan sebanyak 12.154 orang atau sebesar 
14,56 persen dari jumlah angkatan kerja yang bekerja.  
Besar kecilnya pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku pembangunan (sektor 
rumah tangga, pemerintah, swasta, dan eksportir) sangat tergantung pada 
tingkat inflasi. Selama kurun waktu 2007-2011, laju inflasi Kota Tarakan diatas 
dari rata-rata Nasional dan sangat berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya 
hidup di Kota Tarakan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan juga 
sangat tidak stabil. Puncak inflasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 akibat dari 
krisis ekonomi global. Pengaruh dari krisis global tidak hanya terjadi di Kota 
Tarakan akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Tingginya laju kenaikan 
harga turut mempengaruhi daya beli riil masyarakat terutama bagi penduduk yang 
berada  di bawah garis kemiskinan.  
Gambar 3.5. Perkembangan laju inflasi di Kota Tarakan, 2007-2011 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012, data diolah 
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Kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan  semakin membaik dari tahun ke 
tahun. Hal ini ditunjukkan oleh pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 
yang meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2009-2011. Pada tahun 2009, 
pendapatan per kapita sebesar Rp 10,1 juta meningkat menjadi Rp 10,6 juta pada 
tahun 2011 atau bertumbuh dengan rata-rata 2,5 persen per tahun. Peningkatan 
pendapatan per kapita turut mempengaruhi kemampuan (daya beli) masyarakat  
terhadap konsumsi barang dan jasa yang tersedia baik di Kota Tarakan maupun di 
luar Kota Tarakan. Namun  kenyataan juga menunjukkan bahwa peningkatan 
pendapatan per kapita turut  mempengaruhi peningkatan impor Kota Tarakan setiap 
tahun.  
Jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung meningkat dalam lima 
tahun terakhir. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin sebesar 16.300 orang 
atau 9,54 persen dari total penduduk, dan kemudian bergeser naik pada tahun 2011 
menjadi 19.500 orang atau 10,25 persen dari total penduduk Kota Tarakan atau 
meningkat rata-rata 5,19 persen per tahun. Persentase penduduk miskin di Kota 
Tarakan selalu berada jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. 
Pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak memberi dampak signifikan terhadap 
perbaikan taraf hidup penduduk miskin di Kota Tarakan. Dengan kata lain, 
pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan lebih bias ke kelompok menengah-atas 
ketimbang menengah-bawah. Ini mudah dipahami sebab motor penggerak 
perekonomian Kota Tarakan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang 
memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah dan sektor ini juga 
lebih bias ke kelompok menengah atas. 
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Gambar 3.6.  Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kota Tarakan, 2007-2011 
Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan meningkat secara 
konsisten dari tahun ke tahun. Selama periode 2007-2011, IPM meningkat dari 
75,3 pada tahun 2007 menjadi 76,74 pada tahun 2010 dan tetap menempatkan Kota 
Tarakan pada peringkat ke-empat di Kalimantan Timur setelah Kota Balikpapan 
(78,85), Kota Samarinda (77,63) dan Kota Bontang (77,52).. Tampak bahwa 
seluruh indikator IPM menunjukkan peningkatan, mulai dari angka harapan hidup, 
angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, hingga standar hidup menurut paritas 
daya beli. 
Gambar 3.7.  Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan, 
2007-2011 
Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 
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3.2.Perkembangan Demografi dan Ketenagakerjaan 
Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan 
dari 193.370 jiwa pada tahun 2010 menjadi 204.281 jiwa pada tahun 2011. 
Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk lebih cepat mencapai 5,64 persen 
dibandingkan dengan 0,49 persen tahun 2010. Di Kota Tarakan, jumlah penduduk 
laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan seperti pada tahun 
2011 sebanyak 107.246 jiwa laki-laki dan 97.035 jiwa perempuan. Peningkatan 
jumlah penduduk akan berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan publik.   
Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) mengalami peningkatan setiap 
tahun. Pada tahun 2007, sebesar 101.004 jiwa meningkat cukup drastis menjadi 
137.856 jiwa pada tahun 2011 atau bertumbuh dengan rata-rata 8,15 persen per 
tahun selama kurun waktu 2007-2011. Di lihat dari struktur penduduk berdasarkan 
usia kerja, penduduk usia kerja  pada golongan umur 25-54 tahun mendominasi 
dengan rata-rata 63,48 persen per tahun dalam kurun waktu 2007-2011, pada 
golongan umur 15-24 tahun, rata-rata penduduk 27,2 persen per tahun. Kondisi ini 
menunjukkan adanya potensi yang cukup besar bagi Kota Tarakan dalam 
melakukan aktivitas pembangunan. Selebihnya sebagian tergolong ke dalam 
kelompok umur 15 tahun ke bawah dan di atas dari 65 tahun.  
Gambar 3.8. Persentase Penduduk Usia Kerja, 2007-2011 
 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012, data diolah 
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Sebagian besar jumlah penduduk usia kerja masuk kedalam angkatan kerja 
yang ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja secara rata-rata 64 
persen pada periode 2007-2011. Selebihnya sekitar 36 persen penduduk usia kerja 
yang tergolong  bukan angkatan kerja (berstatus sebagai anak sekolah dan ibu 
rumah tangga). Dari sekitar 64 persen yang tergolong sebagai angkatan kerja hanya 
sekitar 89 persen secara rata-rata terserap kedalam lapangan kerja (memperoleh 
pekerjaan). Akan tetapi kecenderungannya menurun selama tiga tahun terakhir.  
Penurunan tingkat kesempatan kerja mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. 
Pada tahun 2009, jumlah pengangguran terbuka menurun drastis dari 8.548 orang 
menjadi 6.768 orang pada tahun 2010, kemudian meningkat hingga tahun 2011. 
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak tahun 
2010 yang di atas dari rata-rata nasional, nampaknya tidak  secepat dengan 
pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.  Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi 
pemerintah setempat  untuk mengatasi masalah pengangguran yang bertumbuh 
lebih cepat sejak tahun 2010 hingga tahun 2011. 
Gambar 3.9.  Tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat selama periode 
2007-2011 
 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012, data diolah 
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Selama periode 2008-2011, persentase penduduk usia kerja yang bekerja 
sebagai buruh/karyawan menempati urutan tertinggi diantara status 
pekerjaan lainnya. Persentase  tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh 
karyawan rata-rata 58 persen. Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang 
lebih banyak diminati oleh  pencari kerja adalah menjadi buruh/karyawan 
dibandingkan dengan  membuka usaha sendiri secara rata-rata 19 persen per tahun. 
Faktor penyebabnya antara lain; berusaha sendiri memerlukan modal. Di samping 
itu, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta kualitas SDM yang cukup 
memadai untuk mengelola kegiatan usahanya  
Gambar  3.10. Rata-rata persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut 
status pekerjaan, 2008-2011 
 Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012, data diolah 
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18,91 persen per tahun. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka APBD Kota 
Tarakan akan terus mengalami defisit di masa yang akan datang. 
Gambar 3.11. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Tarakan, 
periode 2006-2011 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012  
Pendapatan daerah Kota Tarakan meningkat dalam kurun waktu 2009-2011, 
namun lebih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana 
perimbangan.  Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah 
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pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan setiap tahun meningkat  
atau rata-rata mencapai Rp  760 milyar per tahun, sementara pendapatan daerah dari 
PAD menurun hingga tahun 2011 atau secara rata-rata Rp 2,3 triliun setiap tahun. 
Porsi  Dana perimbangan    rata-rata 82,7 dari total pendapatan daerah dan porsi 
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Penyumbang terbesar dana perimbangan adalah dana bagi hasil pajak dan 
bukan pajak. Selama 3 tahun (2009-2011), sumbangan dana bagi hasil pajak dan 
bukan pajak  sebesar Rp 689,4 milyar pertahun atau rata-rata 91,6 persen per tahun 
dari total dana perimbangan. Pada periode yang sama, dana hasil bukan pajak rata-
rata  Rp 549,7 milyar per tahun atau sekitar 72,5 persen per tahun dari total dana 
perimbangan, sementara dana bagi hasil pajak menyumbang sekitar rata-rata 19,1 
persen pertahun. Sumbangan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus hanya 
berkisar 8,4 persen pertahun. Situasi yang berbeda dengan kabupaten/kota lain di 
Indonesia, yang secara umum dana alokasi umum lebih mendominasi dana 
perimbangan dibandingkan dengan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.  
 
Gambar 3.12 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Tarakan, 2009-2011 
 
Sumber: BPS, DDA tahun 2011, data diolah, 2012  LKPJ 2012 
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penurunan pada tahun 2010  menjadi Rp 13,3 milyar dibandingkan dengan tahun 
2009 sebesar Rp 15,3 milyar. Peningkatan porsi laba perusahaan milik daerah 
menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan perusahaan daerah  di Kota Tarakan 
semakin membaik. Hal ini pula mengindikasikan bahwa keberadaan perusahaan 
daerah sebagai sumber penerimaan daerah cukup signifikan. Fakta ini sangat 
berbeda dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Indonesia, dimana porsi laba 
perusahaan daerah terhadap penerimaan daerahnya belum optimal (Purwadi, 2000). 
Sumber penerimaan PAD lainnya yang cukup tinggi selain dari laba perusahaan 
daerah dan lain-lain PAD yang sah adalah pajak daerah  dengan rata-rata mencapai 
Rp 13 milyar dengan porsi  rata-rata 17 persen dari total PAD. Penerimaan pajak 
daerah mengalami peningkatan setiap tahun yang berarti upaya pemerintah daerah 
dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah semakin berhasil.  
 
Gambar 3.13 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan, 2009-2011 
 
 
Sumber: BPS, DDA tahun 2011, data diolah 
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belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana arahan peraturan daerah tersebut. 
Unit usaha yang dikelola belum ada terkait dengan pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan. 
 
Didalam Perda No.20 tahun 1999 tentang pembentukan Perusda Kota 
Tarakan, ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan sumber-sumber PAD 
yang berasal dari Bagian Laba Perusahaan Daerah, maka dibuatlah peraturan 
daerah  di bidang perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Bab bagian penjelasan Perda No.20.tahun 1999). Hal ini 
berarti keberadaan Perusda Kota Tarakan diharapkan untuk meningkatkan PAD dan 
mendukung pembangunan ekonomi daerah Kota Tarakan secara komprehensif 
melalui komponen Bagian Laba Perusahaan Daerah (Hasil Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan) didalam komposisi PAD. Namun tujuan yang mengarah kepada 
peningkatan PAD melalui bagian laba perusahaan daerah tidak terwujud 
sebagaimana arahan peraturan perundang-undangan. 
 
Perusda Kota Tarakan mengelola unit usaha  dengan sistem kontrak melalui 
penetapan target dari unit usaha yang dikelola. Peran Perusda terhadap PAD 
terlihat dari besaran target dan capaian dari target unit usaha  yang disepakati antara 
pemerintah daerah dan pihak perusda. Hasil pungutannya disetor ke DP2KA 
sebagai sumber-sumber PAD. Dengan demikian, pengelolaan Perusda pada 
dasarnya bertentangan dengan perda.  
 
Secara umum, peranan perusahaan daerah dalam kegiatan perekonomian dan 
pembangunan daerah dapat dilihat dari tiga aspek (Purwadi, 2000) yaitu (i) 
peningkatan produksi, (ii) perluasan kesempatan kerja, (iii) peningkatan 
pendapatan daerah.  Untuk BUMD yang bergerak di bidang bisnis (profit 
oriented) dan pelayanan umum (public service), maka ukuran  peranannya dapat 
dilihat dari: (i) Kedudukan dalam pasar (market share), (ii) sumbangan pada 
keuangan pemerintah daerah, (iii) sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan 
pembangunan daerah. Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang 
Laporan Akhir 
Evaluasi Ekonomi dan Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
2013 
 
Universitas Hasanuddin Page 36 
 
kemanfaatan umum (publik utility), maka indikator keberhasilan tersebut dilihat 
dari kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik 
dalam kuantitas maupun kualitas dengan cukup memadai. 
 
Sejak terbentuknya Perusda Kota Tarakan, terdapat beberapa jenis usaha 
yang dikelola, sebagian diantaranya bergerak di bidang bisnis dan sebagian 
lainnya bergerak dibidang pelayanan umum. Indikator keberhasilannya dapat 
dilihat dari  pangsa pasar dan kontribusinya terhadap PAD melalui komponen Hasil 
kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian Laba Perusahaan Daerah). Jenis usaha 
yang bergerak dibidang bisnis yaitu Rukan, Wisma Patra dan Kolam Renang. 
Sementara jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan umum seperti City gas, 
parkir, pasar, dan pelabuhan. Terdapat lima dari enam unit usaha Perusda turut 
berkontribusi terhadap peningkatan PAD (kecuali city gas) karena unit usaha city 
gas didanai dari APBN sehingga semua hasil pungutan city gas disetor langsung ke 
pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM (Hasil wawancara Direktur 
Perusda, Juli 2013).  
Tabel 3.1. Jenis Usaha dan pungutan yang dikelola oleh Perusda  
Unit Usaha Jenis Pungutan 
Pelabuhan Tengkayu I Karcis penumpang, sewa restoran,  
pungutan tambat kapal, pungutan ojek, 
sewa kantor untuk agen  
Pelabuhan Pamusian Sewa tempat alat berat (eskavator) 
Pasar Boom Panjang Parkir, sewa kios dan Los 
Pasar Sebengkok Sewa kios dan los 
Pasar THM Karcis parkir 
Pasar Lingkas Sewa kios dan los 
Parkir Parkir di tepi jalan umum 
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Wisma Patra dan Kolam Renang Karcis, sewa wisma 
Rumah Kantor Sewa Rumah Kantor 
 
Dalam stuktur APBD Kota Tarakan, terlihat bahwa kontribusi hasil kekayaan 
daerah yang dipisahkan (laba perusahaan milik daerah) terhadap PAD cukup 
besar. Selama periode 2009-2011, kontribusi hasil kekayaan daerah yang 
dipisahkan secara rata-rata 17,4 persen per tahun. Temuan ini pada umumnya 
berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia kecuali beberapa kabupaten 
seperti Dompu (NTB), Merauke di Provinsi Jayapura (PERA, 2013). Khusus untuk 
pemerintah daerah Kota Tarakan, hanya terdapat dua perusahaan daerah yaitu 
Perusda Air Minum dan Perusahaan daerah Kota Tarakan. Berdasarkan hasil 
wawancara di lapangan bahwa sistem pengelolaan PDAM Kota Tarakan jauh lebih 
baik dibandingkan dengan sistem pengelolaan Perusahaan Daerah Kota Tarakan 
karena pengelolaan PDAM Kota Tarakan telah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sementara pengelolaan Perusda Kota Tarakan  tidak sesuai dengan Perda 
No.20 tahun 1999. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan hasil kekayaan 
daerah yang dipisahkan sebagaimana tertera dalam  komposisi PAD merupakan 
sumbangan dari kinerja PDAM. 
 
Posisi Perusda Kota Tarakan terhadap  pemerintah daerah adalah membantu 
pemerintah daerah dalam mengelola/menarik sumber-sumber penerimaan  
PAD terutama retribusi daerah. Hal ini berarti indikator keberhasilan Perusda 
Kota Tarakan tidak diukur dari besarnya kontribusi laba perusahaan daerah terhadap 
PAD, tetapi diukur dari besarnya target dan setoran hasil pungutan ke DP2KA. 
Sumber-sumber penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Perusda telah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terdapat enam jenis usaha yang dikelola oleh 
Perusda Kota Tarakan  yaitu Pelabuhan, Perparkiran, Pasar, City Gas, Rukan, 
Kolam Renang/Wisma Patra. Pelabuhan terdiri atas dua unit yaitu Pelabuhan 
Tengkayu I dan Pelabuhan Pamusian. Pasar meliputi pasar Boom Panjang, Pasar 
THM, Pasar Busher, Pasar Sebengkok, dan Pasar Lingkas. 
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Perusda Kota Tarakan melakukan penarikan retribusi dari berbagai unit 
usahanya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Untuk pelayanan jasa 
pasar, seperti Pasar Sebengkok dan Pasar Lingkas, tarif yang dikenakan kepada 
pedagang untuk kios Rp 4.500 per hari dengan ukuran 3 x 3 m. Untuk kolam 
renang, setiap pengunjung membayar Rp 10.000 untuk anak-anak dan Rp 15.000 
untuk orang dewasa khusus untuk hari minggu, dan Rp 7.500 (anak-anak) dan Rp 
10.000 orang dewasa pada hari biasa (Senin-Jumat). Sementara sewa Wisma Patra 
dikenakan biaya sebesar Rp 2,5 juta per hari. Untuk sewa rukan, berdasarkan hasil 
survey, jumlah yang dibayar oleh penyewa sebesar Rp 45 juta per bulan yang 
berlokasi disekitar Kantor Perusda, dan sebesar Rp 21 juta untuk rukan lainnya.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan pasar khususnya di 
Pasar tradisional (Lingkas dan Sebengkok), bahwa pengenaan tarif sebesar Rp 
4500 per hari terlalu tinggi jika dibandingkan dengan sarana pasar yang 
tersedia. Masyarakat (pemilik kios) merasa keberatan dengan kondisi pasar yang 
tidak layak (gedung sudah hancur, tidak ada fasilitas WC, tidak ada Mushallah), 
sementara tarif meningkat cukup tajam dari Rp 1000 menjadi Rp 4.500 per hari.  
Akibatnya, setelah terjadi kenaikan tarif kios, banyak pemilik kios tidak  membayar 
retribusi kepada Perusda sehingga hasil penerimaan pasar Sebengkok dan Lingkas 
menjadi sangat nihil. Dilihat dari letak pasar tersebut nampaknya cukup strategis, 
terletak dipinggir jalan dan jumlah pengunjung cukup banyak, maka sesungguhnya 
potensi sumber-sumber penerimaan retribusi cukup besar. Untuk menggali potensi  
penerimaan retribusi pasar tersebut, maka seyogyanya pasar Sebengkok dan 
Lingkas direnovasi dan dilengkapi dengan sejumlah sarana seperti WC dan 
Mushallah (minimal setara dengan Pasar BoomPanjang) sesuai dengan permintaan 
dari masyarakat (pemilik kios).  
 
Kontribusi realisasi PAD  melalui pengelolaan Perusda Kota Tarakan 
terhadap total PAD masih sangat kecil, meskipun mengalami peningkatan 
dalam dua tahun terakhir (2011-2012). Pada tahun 2012, pendapatan yang disetor 
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ke DP2KA meningkat tajam menjadi Rp 1,3 milyar dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar 0,7 milyar (sekitar Rp 700 juta). Total PAD  pada tahun 2012 
sebesar Rp 80,7 milyar meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 
71,3 milyar. Kontribusi setoran pendapatan PAD Perusda terhadap total PAD Kota 
Tarakan, masih sangat kecil yaitu sebesar 1,15 persen tahun 2009; 0,59 persen 
tahun 2010; 0,95 persen tahun 2011; dan 1,3 persen tahun 2012 seperti terlihat pada 
Gambar 3.14.  
 
Gambar 3.14  Kontribusi Perusda terhadap Total PAD Kota  Tarakan, 2009-2012 
 
 
Sumber: Perusda Kota Tarakan, 2013 
 
Perusda menyetor pendapatan ke DP2KA yang berasal dari berbagai  
retribusi dan penerimaan pendapatan lain, sehingga perannya terhadap PAD 
tercermin dari besaran pendapatan tersebut terhadap total retribusi daerah. 
Peran Perusda dalam mengelola sumber-sumber PAD terutama mengenai pungutan 
berbagai unit usaha dapat dikatakan cukup signifikan. Hal ini tercermin dari 
kontribusinya terhadap total retribusi daerah mencapai 33 persen. Dibandingkan 
dengan tahun 2009 ketika pengelolaan diserahkan kepada sektor swasta, 
kontribusinya hanya berkisar 17 persen. Kondisi ini terjadi karena ada peningkatan 
target penerimaan khususnya dari unit usaha Pelabuhan Tengkayu I.  
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Gambar 3.15   Kontribusi Setoran PAD melalui Perusda terhadap total   
 Retribusi Daerah Kota Tarakan 
 
 
Sumber:  Perusda, Bagian Perekonomian, dan DDA (data diolah), 2013 
Ket * 2010 data pendapatan januari sampai Mei 2011 
 
Sejak tahun 2009-2010, Perusda  mengelola asset-asset daerah dengan cara 
menyewakan kepada perusahaan swasta meliputi pelabuhan, Pasar 
Boompanjang dan Kolam Renang. Dari aspek ekonomi, posisi Perusda pada 
mekanisme tersebut hanya sebagai pengumpul penerimaan. Sektor swasta menyetor 
kepada pemkot sesuai dengan sistem/mekanisme bagi hasil (target yang disepakati).   
Pelabuhan Tengkayu I dikelola oleh CV Camvilo dan Pelabuhan Pamusian oleh 
Tirta Kuning Mandiri. Untuk pelabuhan Tengkayu I, target pendapatan yang harus 
disetor oleh perusda kepada pemkot sebanyak Rp 300 juta. Pelabuhan Pamusian 
sebanyak Rp 90 juta, dan Pasar Boom Panjang dan Kolam Renang masing-masing 
sebesar Rp 96 juta dan Rp 84 juta. Implikasi dari sistem tersebut adalah  potensi 
penerimaan pendapatan yang sesuai dengan target tidak akan terlihat secara jelas 
dan perusda sebagai sebuah lembaga tidak terdorong untuk melakukan inovasi  
yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.  
 
Pada tahun 2011, realisasi pendapatan yang disetor ke pemerintah daerah 
(DPPKA) untuk lima kelompok unit usaha yang dikelola oleh perusda  lebih 
dari tiga kali lipat 324,6 persen. Pada tahun 2011 target pendapatan sebesar Rp 
679.000.000, jumlah pendapatan yang disetor ke pemerintah sebesar Rp 
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2.205.257.050.  Berdasarkan data yang tersedia, dari empat unit usaha yang 
mempunyai target penerimaan, hanya Pelabuhan Tengkayu I yang tidak mencapai 
target sekitar 50 persen, selebihnya melebihnya target pendapatan yang mencapai 
diatas dari 300 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan target pendapatan 
sangat rendah (tidak sesuai dengan potensi yang tersedia).   
 
Tabel 3.2.Target dan Realisasi Pendapatan dari Unit usaha yang dikelola oleh Perusda, 2011 
 
 UNIT USAHA 
Target 
Pendapatan 
Realisasi (setoran 
DPPKA) Capaian (%) 
Pelabuhan Tengkayu I (CV 
Camvilo)    300.000.000         150.000.000  50,0 
Pebabuhan Pamusian    134.400.000         183.400.000  136,5 
Pasar Boompanjang      96.000.000         301.663.250  314,2 
Wisma Patra      84.000.000         259.313.800  308,7 
Retribusi Pelayanan Pasar       65.000.000      
Pasar Gusher          220.415.000    
Pasar Lingkas              4.600.000    
Pasar THM            12.625.000    
Pasar Sebengkok                  700.000    
Retribusi Ijin, Kios dan Los                  150.000    
Retribusi Karcis, THM,Lingkas, 
Sebengkok            17.890.000    
Rukan      1.054.500.000    
     679.400.000     2.205.257.050  324,6 
Sumber: Perusda, 2011 
 
Pada tahun 2012, Pelabuhan Tengkayu I dan Pamusian dikelola oleh Perusda 
dengan target pendapatan meningkat dua kali lipat dari pengelolaan 
sebelumnya. Pengelolaan operasional dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan 
dalam bentuk penyediaan Bus Penumpang sebanyak 2 unit milik Pemkot untuk 
mengantar jemput penumpang yang akan berangkat/datang ke dan dari Luar 
Tarakan. Selain itu, Perusda bekerjasama dengan pihak buruh pelabuhan, Koperasi, 
KP3, LANUD, Rental Mobil, dan Ojek. Target  pendapatan yang dibebankan 
kepada Perusda sebesar Rp 720 juta untuk Pelabuhan Tengkayu I dan Pelabuhan 
Pamusian sebanyak Rp 134 juta. Pada tahun 2012 target pendapatan tercapai 100 
persen. Namun jika dicermati potensi penerimaan pendapatan khususnya di 
Pelabuhan Tengkayu I  masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan. 
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Selama periode 2009-2012, realisasi setoran PAD oleh Perusda Kota Tarakan 
ke DP2KA cukup berfluktuasi. Hasil pungutan dari unit-unit kegiatan seperti  
retribusi pelayanan pasar (berupa retribusi kios dan Los), retribusi ijin kios dan los 
pasar, penerimaan dari pengelolaan pelabuhan Tengkayu I, pelabuhan Pamusian, 
Sewa kontrak rukan, Pasar Boompanjang, pengelolaan Kolam Renang dan 
perparkiran.  Dari seluruh unit usaha tersebut, realisasi penerimaan melebihi target 
penerimaan kecuali pada tahun 2010 (realisasi sampai dengan bulan Mei). Target 
penerimaan cenderung meningkat  namun tingkat pertumbuhannya hanya 11 persen 
per tahun. Sementara perkembangan realisasi penerimaan yang disetor ke DPPKA 
berfluktuasi bahkan pada tahun 2012 menurun drastis 367 persen pada tahun 2011 
menjadi 36,5 persen pada tahun 2012. Penurunan penerimaan daerah dari Perusda 
terutama dikontribusi oleh penurunan penerimaan dari Rukan, hingga pada bulan 
Desember jumlah penerimaan yang disetor ke DP2KA sebesar Rp 27 juta, 
sebelumnya mencapai  Rp 1,05 milyar.  
 
Gambar 3.16.  Perkembangan target dan  realisasi jumlah pendapatan yang disetor ke  
 DPPKA, 2009-2012 
 
Sumber: Perusda, 2013, tahun 2010 data sampai bulan mei 
 
 
Dengan mencermati perkembangan perekonomian Kota Tarakan yang 
semakin pesat, penerimaan yang bersumber dari rincian objek-objek PAD  
khususnya dibawah kendali perusda mempunyai potensi yang sangat besar.  
Oleh karena itu, penetapan target pada tahun-tahun berikutnya  harus disesuaikan 
900000 895000 679400 
1315000 
1180287 
472187 
2205257 
1401000 
-60.0 
367.0 
-36.5 1000000
2000000
3000000
4000000
-100.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
R
p
 r
ib
u
 
p
e
rt
u
m
b
u
h
an
 (
%
) 
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pertumbuhan Target Pertumbuhan Penerimaan
Laporan Akhir 
Evaluasi Ekonomi dan Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
2013 
 
Universitas Hasanuddin Page 43 
 
dengan potensi objek penerimaan. Kenyataannya adalah beberapa objek penerimaan 
tidak mengalami perubahan target bahkan ada objek penerimaan yang menurun 
drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti sewa kontrak rukan. Pada 
tahun 2009, target sewa kontrak rukan sebesar Rp 185 juta, jumlah penerimaan 
(jumlah yang disetor ke kas daerah jauh melampaui target sebesar Rp 465 juta. Pada 
tahun 2010, target  pendapatan dari  kontrak rukan meningkat menjadi Rp 205,6 
juta atau sekitar 11 persen dari tahun 2009. Jika dicermati kondisi pada tahun 2009, 
semestinya target penerimaan kontrak rutan jauh melebihi target yang ditetapkan 
pada tahun 2010 atau minimal sama dengan jumlah yang diterima pada tahun 2009. 
Pada tahun 2011, target pendapatan rukan tidak tersedia datanya, namun realisasi 
penerimaan meningkat 4 kali lipat atau meningkat 339,4 persen dari tahun 
sebelumnya.  
 
Meskipun terjadi perubahan pengelolaan perusda pada dua tahun terakhir 
(2012-2013) dari pengelolaan sektor swasta ke Perusda, namun kinerja 
Perusda dari aspek ekonomi tidak banyak mengalami perubahan. Hanya ada 
satu unit usaha yang mengalami peningkatan target penerimaan yaitu Pelabuhan 
Tengkayu I yakni meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya (dari Rp 300 
juta) menjadi Rp 720 juta. Target penerimaan  pendapatan yang berasal dari unit 
usaha yang lain tidak mengalami perubahan. Bahkan terdapat penerimaan target 
yang menurun seperti Rukan dan Pasar Boompanjang (dari Rp 96 juta menjadi Rp 
60 juta), disisi lain, realisasi pendapatan yang disetor ke DPPKA justru meningkat 
sama dengan target  pada tiga tahun sebelumnya.  
 
Selama periode 2009-2012, pendapatan yang disetor ke DPPKA melampaui 
target.  Jika dicermati jumlah setoran ke DPPKA per tahun, dapat disimpulkan  
bahwa penetapan target terlalu rendah (tidak sesuai dengan potensi). Hal ini dapat 
tergambar dari jumlah penerimaan selalu lebih besar dari target. Selama periode 
tersebut, rata-rata target penerimaan yang disetor ke DPPKA sebesar Rp 947.350 
juta dan rata-rata realisasi penerimaan yang diterima oleh DPPKA sebesar Rp 
1.314.683 juta. 
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Tabel 3.3.   Target dan Realisasi Pendapatan yang dikelola oleh Perusda, 2009-2012 
(Rp ribu) 
 
Unit Usaha 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012*** 
 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 
Pelabuhan 
Tengkayu I (CV 
Camvilo) 300000 300000 300000 125000 300000 150000 720000 720000 
Pebabuhan 
Pamusian (CV 
Tirta Kuning) 90000 134400 134400 56000 134400 183400 134000 134000 
Pasar 
Boompanjang 
(PT.Mitra 
Salubulung) 96000 88000 96000   96000 301663 60000 96000 
Kolam Renang, 
Patra (PT 
Borneo) 84000 84000 84000 35000 84000 259314 84000 84000 
Perparkiran             252000 252000 
Retribusi 
Pelayanan 
Pasar** 85000 50512 30000 14217 65000 238340 65000 115000 
Retribusi ijin kios 
dan los pasar 45000 46995 45000 970   150     
Sewa kontrak 
rukan 185000 465000 205600 240000   1054500     
Hasil penjualan 
kios dan los 
pasar Gusher 15000 11380 5000 1000         
Retribusi Karcis, 
THM,Lingkas, 
Sebengkok           17890     
Total 900000 1.180.287 895000 472.187 679.400 2.205.257 1.315.000 1.401.000 
**Kios, Los:Gusher, Lingkas, THM, Sebengkok) 
* 2010 realiasasi s/d mei 
*** 2012 (Pelabuhan dikelola murni Perusda; pelayanan retribusi pasar + rukan) 
 
Dari sekian banyak unit usaha yang dikelola oleh Perusda Kota Tarakan, 
Pelabuhan Tengkayu I merupakan unit usaha unggulan dan mempunyai 
prospek yang cukup baik. Hal ini ditandai oleh jumlah setoran ke DPPKA paling 
besar. Besaran dari setoran tersebut erat kaitannya dengan sarana dan prasarana 
yang ada di lokasi pelabuhan.  Banyak aktivitas ekonomi yang berkembang 
disekitar  pelabuhan tersebut dan semua menjadi wilayah kewenangan Perusda. 
Pelabuhan Tengkayu I adalah pelabuhan penyeberangan antara pulau dari Tarakan 
ke Tanjung Selor, Nunukan, Sebatik, dan beberapa pulau lainnya. Jumlah 
penumpang yang akan berangkat dan datang setiap tahun semakin banyak. Selain 
itu, terdapat 11 restoran (rumah makan) dan setiap rumah makan membayar sebesar 
Laporan Akhir 
Evaluasi Ekonomi dan Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
2013 
 
Universitas Hasanuddin Page 45 
 
Rp 900.000 per  bulan. Jumlah kapal yang datang dan berangkat juga semakin 
bertambah.  
Jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Tengkayu I menuju 
pulau diseberang berfluktuasi pada periode 2004-2009, dan meningkat cukup 
tajam pada periode 2010-2012. Selama periode 2004-2012, jumlah penumpang 
yang berangkat rata-rata 280.948 orang per tahun dan penumpang yang datang 
sebanyak 262.186 orang per tahun. Pada tahun 2004, penumpang yang berangkat 
130 ribu orang meningkat menjadi 446,1 ribu orang pada tahun 2012  atau 
bertumbuh dengan rata-rata 23,5 persen per tahun. Sementara penumpang yang 
datang juga mengalami peningkatan dari 128 ribu orang pada tahun 2004 menjadi 
403 ribu orang pada tahun 2012 atau rata-rata bertumbuh sebesar 17,8 persen per 
tahun. 
Peningkatan jumlah penumpang turut memengarui arus kapal yang datang 
dan berangkat. Jumlah kapal yang datang dan berangkat meningkat dari 8049 pada 
tahun 2004 menjadi 23365 unit kapal pada tahun 2011 atau bertumbuh dengan rata-
rata 25,8 persen. Jumlah speed boat yang mengangkut penumpang sebanyak 42 
unit. 16 unit menuju ke T.Selor, 12 unit speed boat menuju ke Malinau, sebanyak 
10 ke TP.Pala, dan 5 unit P.Bunyu. 
 
Gambar 3.17  Arus Penumpang melalui Pelabuhan Tengkayu I, 2004-2012 
 
Sumber:  Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2013 
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Dengan mencermati banyaknya jumlah penumpang dan beberapa aktivitas ekonomi 
yang berkembang disekitar Pelabuhan Tengkayu I, dapat dipredikasikan bahwa 
potensi penerimaan pelabuhan Tengkayu I cukup besar.   
 
Tabel 3.4.  Jumlah penerimaan retribusi penumpang P.Tengkayu I 
 
Penumpang Berangkat 
Biaya masuk 
(retribusi) 
Total pungutan per 
tahun 
2004 130256 1000 130.256.000 
2005 260923 1000 260.923.000 
2006 194174 1000 194.174.000 
2007 262139 1000 262.139.000 
2008 284144 1000 284.144.000 
2009 206734 1000 206.734.000 
2010 359692 1000 359.692.000 
2011 384331 1000 384.331.000 
2012 446136 1000 446.136.000 
Sumber: data sekunder diolah, 2012 
 
Berdasarkan hasil survey beberapa unit usaha yang dikelola oleh Perusda 
ditemukan bahwa potensi penerimaan retribusi dari unit usaha tersebut cukup 
besar (diatas tiga kali lipat dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
selama ini). Berdasarkan hasil survey, potensi penerimaan yang dapat disetor ke 
DP2KA diatas Rp 3 milyar jauh dibawa dari target sebesar Rp 1,3 milyar (hasil 
perhitungan estimasi untuk beberapa unit usaha yang dikelola Perusda). Potensi 
penerimaan dari pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I berkisar diatas Rp 900 juta 
(target 720 juta), potensi penerimaan Rukan berkisar diatas Rp 700 juta (tidak ada 
target), Pasar Boom Panjang diatas dari Rp 300 juta (target 60 juta) dan beberapa 
unit usaha lainnya dengan potensi penerimaan jauh diatas dari target yang 
ditetapkan. 
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Tabel 3.5.  Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan beberapa asset daerah yang 
dikelola oleh Perusda    
   Target  Realisasi  Potensi  
Pel Tengkayu I 720.000.000 720.000.000 856.836.000 
Pel Pamusian** 134.000.000 134.000.000 108.000.000 
Pasar Boom Panjang 60.000.000 96.000.000 345.600.000 
Parkir * 252.000.000 252.000.000 173.520.000 
Pasar Sebengkok (Los) 0  57.120.000 
Pasar Sebengkok (kios) 0  58.080.000 
Pasar Lingkas (kios) 0  64.152.000 
Pasar Lingkas (los) 0  75.504.000 
Rukan 0 27.000.000 708.000.000 
Pasar Gusher*** 0 220.415.000 269.060.000 
Wisma Patra dan Kolam 
Renang 
84.000.000 84.000.000 390.000.000 
   3.105.872.000 
Sumber: Hasil survey, 2013 
‘* lokasi Pasar THM, Nasi Wuduk, Setia Budi, dan restoran Derawan 
  ** Pel Pamusian (hanya estimasi sewa penggunaan lahan) 
*** pasar Gusher berdasar kinerja 2011 
 
Beberapa asset pemerintah daerah yang mempunyai potensi penerimaan yang 
cukup besar, namun belum dikelola  oleh Perusda antara lain: Taman Wisata 
Alam, Pergudangan,  pengusahaan sumur tua, City Gas, dan  Penyediaan armada 
angkut barang dan penumpang  yang representatif, dan Penyediaan SPBB (sentral 
pengisian bahan bakar bergerak). 
 
Salah satu unit usaha yang dikelola oleh Perusda adalah Gas Alam Rumah 
Tangga (City gas). Penyediaan City Gas dimulai pada tahun 2010 melalui dana 
APBN sebesar Rp 45.122.174.900. Pemanfaatannya  diresmikan pada tahun 2011 di 
dua kelurahan yaitu Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Sebengkok. Penentuan 
sasaran rumah tangga melalui pengedaran kuesioner  sebanyak 4000 dan jumlah 
rumah tangga yang mengembalikan sebanyak 3366 rumah tangga. Hingga bulan 
Mei 2013, jumlah  rumah pengguna city gas  sebanyak 3.359 rumah (99,79 persen) 
dari jumlah awal sambungan rumah dengan rincian 3.336 meteran dan 23 paralel. 
Selama dua tahun pemanfaatan city gas, jumlah  pemasangan baru sebanyak 62 
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sambungan rumah dan jumlah pencabutan meteran sebanyak 92 sambungan rumah. 
Stok meteran yang tersedia akibat pemasangan baru dan pencabutan meteran 
sebanyak 30 buah. 
 
Tarif yang dikenakan kepada konsumen tergantung pada pemakaian, namun 
secara rata-rata jumlah yang dibayar oleh rumah tangga berkisar antara Rp 
28.000 – Rp 30.000 per bulan. Pengenaan tarif kepada rumah tangga  ditetapkan 
oleh pemerintah pusat. Meskipun tarif dianggap relative murah, namun masih 
terdapat beberapa pelanggan yang menunggak pembayaran yaitu sekitar 30 persen. 
Beberapa alasan tunggakan pembayaran antara lain: (i) menunda pembayaran per 
bulan dan ingin membayar sekaligus, (ii) denda 10.000 dianggap murah, (iii) ingin 
gratis, (iv) karena murah. Upaya yang dilakukan oleh Perusda untuk mengatasi 
permasalahan terkait dengan tunggakan pembayaran tagihan city gas yaitu: (i) 
memberi surat peringatan tunggakan gas, (ii) melakukan pencabutan sementara 
apabila sampai 8 bulan tidak dibayar, (iii) melakukan pencabutan total setelah 
dilakukan pencabutan sementara. 
 
Dengan jaringan pipa yang terpasang, masih memungkinkan untuk 
penambahan pelanggang baru dengan cara melakukan sambungan dari 
rumah tangga disekitarnya. Pengenaan beban kepada pelanggan baru yang 
melalui mekanisme seperti ini diatur oleh rumah tangga bersangkutan. Keuntungan 
bagi rumah tangga yang menggunakan city gas antara lain tingkat keamanan lebih 
terjamin dan biaya yang relative murah.  
 
Perluasan/tambahan pelayanan city gas sangat memungkinkan untuk 
dilakukan. Perusda merencanakan untuk menambah  jumlah rumah tangga yang 
berlokasi pada dua kelurahan yaitu Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Selumit. 
Hal ini didasarkan atas pertimbangan antara lain: (i) permintaan masyarakat, (ii) 
cadangan stok gas mencukupi untuk penggunaan kebutuhan rumah tangga.  
Beberapa permasalahan dan tantangan dihadapi oleh Perusda dalam mengelola dan 
mengembangkan unit usaha city gas yaitu: (i) masalah investasi untuk penambahan 
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pipa induk terkait penyediaan layanan pada dua kelurahan tambahan, (ii) tunggakan 
pembayaran bagi pengguna city gas pada dua kelurahan, (iii)  dukungan anggaran 
dari pemerintah tidak ada (tidak ada penyertaan modal pemerintah).  Perusda 
mengusulkan anggaran untuk tahun 2014 kepada pemkot sebesar Rp 50 milyar 
untuk pelayanan dua   kelurahan tambahan, namun belum terealisasi.  
 
Pada tahun 2012-2013, Perusda Kota Tarakan mengembangkan kegiatan-
kegiatan melalui kerjasama/konsorsium  yaitu (i) Proyek Integrated Kawasan 
Juata Laut  (kerjasama dengan Perusda dan   PT Tarakan Bais Energy (TBE), (ii) 
Pengusahaan Sumur Tua Tarakan (kerjasama Perusda dan PT Jereh), (iii) 
Pengusuhaan SPBE Elpiji 3 kg (Kerjasama Perusda dan PT Tarakan TBE), (iv) 
TORR (Tarakan Outer ring Rout-Pembangunan Utilitas Jaringan Pipa Gas), (v) 
Konsorsium PT Adiuatro Elektrikindo Perkasa, (vi) Green Base Energy dan PT 
Bintang Inovasi Energy (Pengelolaan Sampah menjadi Gas, dari Gas ke Power 
Plant PLTG untuk kelistrikan. Khusus untuk kegiatan pengelolaan sampah 
dikerjasamakan dengan Korea. Sebagian besar kegiatan tersebut masih dalam 
proses, kecuali pembangunan power plant untuk kelistrikan Tarakan sudah 
beroperasi.  
 
Jenis usaha yang telah dan akan dikembangkan oleh Perusda cukup banyak 
dan luas, sehingga core businessnya tidak nampak. Hal ini tergambar dari unit 
usaha yang digeluti, sebagian berorientasi bisnis, sebagian berorientasi pelayanan 
publik, dan sebagian lainnya beroerientasi pada pemanfaatan layanan publik (public 
utility) yang tercermin dari sejumlah kegiatan yang telah direncanakan seperti 
pengelolaan sampah menjadi gas, pengusahaan sumur tua, pengusahaan SPBB elpiji 
3 kg, dsb. Ke depan, Perusda Kota Tarakan diharapkan berfokus atau berspesialisasi 
pada unit usaha yang tertentu agar pengelolaannya dapat lebih efisien dan efektif. 
Perusda Kota Tarakan dapat mengembangkan usaha yang berfokus pada pelayanan 
publik sehingga pendiriannya diarahkan dalam bentuk perum. Hal yang sama,  
ketika Perusda berspesialisasi pada orientasi bisnis dan pemanfaatan layanan publik 
sehingga pendirian perusda diarahkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 
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BAB IV 
ANALISIS KELEMBAGAAN PERUSDA KOTA  TARAKAN 
4.1. Arahan Peraturan Perundangan 
Berdasarkan regulasi, keberadaan Perusahaan Daerah diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1962 (selanjutnya disingkat UU 5/1962) tentang Perusahaan 
Daerah. Meskipun undang-undang tersebut sudah sangat lama, namun undang-
undang tersebut belum pernah direvisi atau diperbaharui. Seiring dengan semangat 
desentralisasi dan otonomi daerah, muncul desakan dan tuntutan dari berbagai 
kalangan agar undang-undang tersebut diperbaharui. Saat ini, Departemen Dalam 
Negeri sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) sebagai pengganti UU 5/1962. Istilah BUMD pertama kali muncul 
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Perusahaan Daerah tidak lain adalah BUMD. 
Di dalam UU 5/1962 disebutkan bahwa Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang 
didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dan berbentuk badan hukum. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan 
Hukum BUMD, bentuk badan hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah 
(PD) dan Perseroan Terbatas (PT), dimana dalam operasionalisasi setiap BUMD 
tunduk pada masing-masing ketentuan yang mengatur badan hukum masing-
masing. Dengan kata lain, BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah tunduk  
pada UU 5/1962, sedangkan BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas 
tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola Perusahaan Daerah 
atau BUMD ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 
Juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU 
22/1999, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 
pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya 
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
Disebutkan lebih lanjut di dalam UU 5/1962 bahwa modal Perusahaan Daerah 
seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika 
ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekayaan 
daerah yang dipisahkan, sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 2 UU 
5/1962, diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum 
yang semula pertanggung-jawabannya melalui APBD yang kemudian setelah 
dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggung-jawabkan secara 
tersendiri.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan menegaskan kembali bahwa 
Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Secara umum, Perusahaan Daerah atau BUMD memiliki sejumlah ciri, antara lain: 
(i) didirikan berdasarkan peraturan daerah (perda); (ii) dipimpin oleh direksi yang 
diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD; (iii) masa 
jabatan direksi selama empat tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa 
jabatannya berakhir; (iv) direksi berada di bawah pengawasan kepala daerah atau 
pemegang saham atau badan yang ditunjuk; dan (iv) bertujuan memupuk 
pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. 
Tujuan utama pendirian Perusahaan Daerah atau BUMD adalah: (i) memberikan 
kontribusi terhadap perekonomian daerah dan pendapatan daerah; (ii) mencari dan 
memupuk keuntungan untuk pembiayaan pembangunan daerah; (iii) 
menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi; (iv) memberikan 
pelayanan kepada masyarakat terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 
dan (v) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan potensi daerah, 
terutama kegiatan yang kurang diminati sektor swasta. 
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Di berbagai daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD muncul dalam berbagai 
bentuk, antara lain: (i) Bank Pembangunan Daerah (BPD); (ii) Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR); (iii) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (iv) Perusahaan 
Daerah Angkutan Kota; (v) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH); 
(vi) Perusahaan Daerah Parkir; (vii) Perusahaan Daerah Pasar; dsb. 
Manajemen pengelolaan Perusahaan Daerah atau BUMD dilakukan oleh suatu 
Direksi, dimana jumlah anggota dan susunan Direksi diatur di dalam Peraturan 
Daerah yang merupakan peraturan pendirian Perusahaan Daerah atau BUMD. 
Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendengarkan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terdapat dua mekanisme 
dalam pengangkatan anggota Direksi. Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi jika modal Perusahaan Daerah 
atau BUMD seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan 
pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Daerah atau BUMD dilakukan 
berdasarkan usulan pemegang saham prioritas, jika modal Perusahaan Daerah atau 
BUMD tersebut hanya sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana tertuang di dalam Rancangan 
Undang-Undang tentang BUMD yang merupakan pengganti UU 5/1962, badan 
hukum BUMD akan muncul dalam dua bentuk, yaitu perseroan terbatas (persero) 
dan perusahaan umum (perum). BUMD dalam bentuk persero akan lebih 
berorientasi bisnis, sedangkan perum lebih berorientasi pada pelayanan umum. 
Konsep ini ditawarkan sebagai jalan tengah atas ambivalensi fungsi utama BUMD 
selama ini, yang mana di satu sisi diharapkan dapat memupuk keuntungan (profit 
oriented), tetapi di sisi lain, dituntut untuk memberikan pelayanan umum kepada 
masyarakat (public services). 
4.2. Analisis Aspek Kelembagaan Perusda 
Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Tarakan telah didirikan sejak 14 (empat belas ) 
tahun  yang lalu berdasarkan peraturan daerah Kota Tarakan Nomor; 20 tahun 1999 
yang diberi nama PERUSAHAAN DAERAH KOTA TARAKAN  yang sesuai 
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pasal  4 ayat 1. Tujuan didirikannya perusahaan ini  berdasarkan pasal 5 ayat 1 
adalah turut serta melaksanakan Pembangunan daerah khususnya, dan 
pembangunan perekonomian Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lahir dan  bathin. Serta pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dengan pola kemitraan.     
 
Sejak Perusda menjalankan tugas dan fungsi pokoknya selama 14 tahun yang lalu, 
nampaknya tujuan yang terdapat didalam Perda tersebut belum sepenuhnya 
tercapai.  
Untuk mengembangkan tugas dan fungsi pokok, Perusda membangun visi yaitu 
“Menjadikan Perusahaan Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang tangguh 
dalam persaingan usaha di daerah dan nasional dengan pengembangan dan 
pengelolaan secara profesional, efisien untuk mendapatkan keuntungan yang 
nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah sesuai  harapan 
stakeholder”. Untuk melaksanakan visi secara operasional, Perusda merumuskan 6 
(enam) misi yaitu: (1) melaksanakan reformasi dalam lingkup budaya kerja, strategi 
dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berdasarkan 
pada prinsip Good Governance dalam pengelolaan Perusda, (ii) Memberikan 
pelayanan yang efisien dan optimal kepada pengguna jasa dengan biaya yang 
kompetitif, (iii) Pengembangan usaha melalui sinergi dengan mitra kerja dan 
masyarakat sekitarnya guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan harapan stakeholder, (iv) proaktif meningkatkan 
pendapatan yang dapat memberikan keuntungan yang optimal, (v) peningkatan 
kontribusi keuangan untuk pemerintah Kota Tarakan, (vi) menegakkan supermasi 
hukum. 
 
Untuk menjalankan tufoksi Perusda dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana 
tertuang didalam Perda pembentukannya, maka SDM yang berkualitas merupakan 
kunci utama.  
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4.2.1. Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Tenaga atau kekuatan/kemampuan yang 
dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih 
tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi 
daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri (Rifai,2006). 
Dalam setiap organisasi perusahaan, maka faktor sumber daya manusialah yang 
berperan penting dalam keberhasilan perusahaan.  Jika seorang pemimpin 
menjalankan perusahaan, seyogianya ia  mengetahui,  mengkoordinasi dan 
memimpin pekerjaan dari beberapa karyawan, hendaknya pemimpin tersebut 
mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka dan mengetahui kemampuan, 
kebutuhan, masalah dan cita-cita mereka, agar  tenaga kerja tersebut dapat lebih 
produktif. (Musselman VA & Jackson JH 2004) 
 
Tenaga kerja Perusda Kota Tarakan  pada awal pendiriannya berasal dari tenaga 
kerja yang diperbantukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun dalam 
pengembangannya sejak diambil alih oleh direktur  utama yang baru yakni  bapak 
Tigor Nainggolan, SE pada  tahun 2010 tenaga kerja Perusda semua berasal dari 
swasta. Jumlah tenaga kerja pada perusda Kota Tarakan secara keseluruhan 
berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utamanya yakni  berjumlah 135 
orang, khusus di kantor pusat  berjumlah 29 orang, Pasar Boom Panjang 24 orang,  
khusus staf di kantor pusat Perusda Kota Tarakan dijelaskan pada Tabel 1 berikut 
ini: 
 
Tabel 4.1    Jumlah  dan jenis kelamin tenaga kerja Kantor Pusat Perusda Kota 
Tarakan, 2013 
 
No Jenis kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Laki – Laki    21 72,41 
2 Perempuan      8 27,59 
3 Total    29 100 
Sumber;  Data Primer setelah diolah, 2013 
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Dari Tabel 4.1  di atas terlihat tenaga kerja laki-laki lebih banyak dari Tenaga kerja 
perempuan dengan persentase 72,41% laki-laki dan hanya 27,59% perempuan.  
Adapun kejelasan tentang tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut dijelaskan pada 
Tabel 4.2 berikut ini. 
 
Tabel 4.2.  Jumlah dan Tingkat Tenaga Kerja Kantor  Pusat Perusda Kota 
Tarakan, 2013 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase(%) 
1 Magister / S2           1           3,4 
2 Sarjana / S1           9         31,0 
3 Diploma 3           5         17,3 
4 SMA / Sederajat           6         20,7 
5 SMP/ Sederajat           4         13,8 
6 Tidak punya Ijazah           4         13,8 
7 Total            29         100 
Sumber ; Data Primer setelah diolah, 2013 
          
Dari Tabel 4.2 tersebut terlihat tingkat pendidikan tenaga kerja yang paling banyak 
adalah tingkat sarjana/S1 dan yang paling sedikit adalah tingkat Magister/S2, ini 
mengindikasikan bahwa tenaga kerja Perusda Kota Tarakan ini cukup baik karena 
memiliki tenaga kerja yang selain sarjana juga mempunya beberapa keahlian seperti 
akuntansi, Hukum, Administrasi Negara dan lain-lain, namun demikian, masih 
ditemukan 4 tenaga kerja yang tidak mempunyai ijazah. 
 
Meskipun jumlah tenaga kerja (karyawan) Perusda Kota Tarakan cukup baik, 
namun berdasarkan pengamatan di lapangan nampaknya beberapa karyawan 
merupakan pensiunan PNS dan partai politik. Sebagai sebuah perusahaan yang 
berorientasi bisnis, pengelola perusda harus mempunyai jiwa enterpreneurship 
sehingga selalu mempunyai inovasi dalam mengembangkan unit usahanya.  
 
4.2.2. Struktur Organisasi  
Pimpinan Perusda berdasarkan pasal 11 ayat 1 menyatakan Perusahaan dipimpin 
oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya dua 
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(2) orang wakil Direktur.  Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah 
pasal 3 ayat 3 berbunyi; Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut; 
 Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) 
 Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang 
dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya 
dengan penilaian baik. 
 Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi 
perusahaan 
 Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala Daerah atau dengan 
Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai 
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk 
menantu dan ipar. 
           Jadi untuk memajukan Perusda Kota Tarakan ini, pemilihan pimpinan harus 
sesuai dengan syarat-syarat di atas, bahkan bukan saja hanya hubungan keluarga 
tapi yang paling fatal kalau ada hubungan politik.  Semua ini harus dijalankan 
secara profesionalisme agar perusda Kota Tarakan ini bisa berkembang dan maju 
sesuai yang diharapkan. 
     
Dari hasil wawancara dan pengamatan terbukti kinerja pengurus selama ini belum 
optimal, ini dibuktikan dengan selama kepengurusannya belum pernah membuat 
laporan kepada Kepala Daerah tentang laporan keuangan atau laporan kinerja sesuai 
amanah yang tertuang pada pasal 11 ayat 3 yang berbunyi ; Direksi bertanggung 
jawab kepada kepala Daerah, serta pasal 22 ; Laporan perhitungan hasil usaha 
dan kegiatan Perusahaan disampaikan secara periodik oleh Direksi bersama 
Badan Pengawas kepada Kepala Daerah dan jika dipandang perlu dapat 
dilakukan dengan waktu tidak tertentu, dan pasal 33 tentang Untuk tiap tahun 
buku oleh Direksi dikirim laporan perhitungan laba rugi tahunan perusahaan 
kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku 
yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah. 
Laporan Akhir 
Evaluasi Ekonomi dan Kelembagaan Perusda Kota Tarakan 
2013 
 
Universitas Hasanuddin Page 57 
 
 
Sebagai implikasi dari ketidaktersediaan laporan keuangan atau ketidakterbukaan 
Perusda adalah pemerintah daerah maupun masyarakat Kota Tarakan belum 
mengetahui secara riil pengembangan Perusda sekarang.  
 
Struktur organisasi Perusda Kota Tarakan terdiri atas Direksi dan dibantu oleh dua 
direksi utama yaitu Direksi  
     
4.3. Sistem Pengelolaan Perusda 
Berdasarkan Peraturan daerah kota Tarakan nomor; 20 tahun 1999 tentang 
Perusahaan Daerah menyatakan bahwa berdasarkan bab 1, pasal 1 ayat 2, 
Perusahaan adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum 
diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah. Dengan dasar Peraturan 
Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kota Tarakan,  dengan nama Perusahaan 
Daerah Kota Tarakan sesuai pasal 4 ayat 1.  Akan tetapi, sebagai sebuah badan 
hukum, seharusnya memiliki akte pendirian yang tercatat dan disahkan pada notaris 
setempat, namun berdasarkan hasil pengamatan, dokumen pendirian melalui akte 
notaris tidak ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusda Kota Tarakan 
belum sepenuhnya berbadan hukum. 
 
Berdasarkan Perda No.20 tahun 1999, Perusda yang dibentuk bergerak di bidang 
usaha pengadaan barang, jasa konstruksi, perdagangan umum, transportasi, grosir 
dan distribusi, biro perjalanan, kepariwisataan, air bersih (air minum), jasa 
pergudangan, perdagangan eksport dan import, perdagangan aspal, galangan kapal 
sektor industri, perbengkelan, sektor pertanian, bank perkreditan Rakyat dan usaha-
usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang 
berlaku (sesuai pasal 6, ayat1), namun kenyataannya pengelolaan perusda ini tidak 
sesuai dengan usaha yang dikembangkan, sehingga perusda ini perlu 
mengoptimalkan kinerjanya sesuai yang diamanahkan pada peraturan daerah ini. 
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Unit usaha yang dikelola oleh Perusda saat ini  tidak sesuai dengan arahan 
Perda No.20 Tahun 1999. Perusahaan daerah (Perusda) Kota Tarakan bergerak di 
berbagai unit usaha tidak seperti perusahaan daerah yang banyak berdiri di daerah-
daerah yang lain.  Kondisi ini mengindikasikan bahwa Perusda Kota Tarakan tidak 
mempunyai core bisnis yang cukup jelas.  Unit usaha yang digerakkan sampai saat 
ini tidak sesuai dengan Perda No.20 tahun 1999. Perda No.20 tahun 1999 
menguraikan bidang usaha yang cukup luas dan hanya unit usaha transportasi 
dijelaskan didalamnya relevan dengan unit usaha saat ini yaitu transportasi 
kepelabuhanan.  Ditegaskan dalam Perda tersebut, bahwa unit usaha sebagaimana 
dalam pasal 6 ayat dapat dipisahkan pendirian perusahaannya dengan Peraturan 
Daerah tersendiri. Artinya jika perusda mengelola unit usaha parkir, maka 
sesungguhnya perlu ada perda perusda parkir, demikian halnya dengan unit usaha 
pasar, maka perlu perda perusda pasar, unit usaha pelabuhan, maka  perlu ada perda 
perusda pelabuhan.  
 
Perusda berdiri sejak tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 
Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah. Jumlah unit usaha yang dikelola terdiri 
atas unit usaha Pelabuhan, Pasar, Gedung dan Kolam Renang Wisma Patra, 
Perparkiran Umum, City Gas/Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Adapun rincian unit 
usaha dan tahun pelaksanaan sebagai berikut: 
 
 
Tabel 4.3.  Perkembangan Unit Usaha yang dikelola oleh Perusda, 2009-2012 
 
Unit Usaha yang dikelola Tahun  
Mulai  
Sumber  
pendanaan 
Kolam Renang dan Gedung Wisma Patra 
- Peningkatan pelayanan umum 
2009 sampai 
sekarang 
APBD 
Konsorsium 
Perusda Tarakan dan PT.Adiquatro Elektrikindo Perkasa: 
- Pembangunan Infrastruktur Power Plant Kelistrikan  
2009 s/d sekarang Investasi  
Kerjasama 
Pelabuhan Pamusian 
- Jasa sewa lahan oleh kontraktor Tirta Kuning Mandiri 
2009 s/d sekarang APBD 
Pasar Boom Panjang (lingkas), Gusher, THM, Sebengkok: 
- Retribusi ijin kios dan los 
- Retribusi karcis Pasar Lingkas, Lingkas dan Sebengkok 
2009 s/d sekarang APBD 
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Rumah Kantor Gajah Mada Yos Sudarso/Jembes 2010 s/d sekarang APBD 
Pelabuhan Tengkayu I 
- Pengelolaan pelabuhan berbasis pelayanan bandara 
- Pelayanan antar jemput penumpang dengan Bus Penumpang 
- Sistem Monitoring Keamanan Pelabuhan Via CCTV online 
24 jam 
- Kerjasama dengan Pihak Buruh Pelabuhan, Koperasi, KP3, 
Lanud, Rental Mobil, Ojek 
- Informasi via pengeras suara/sound sistem untuk 
keberangkatan dan kedatangan Speedboat  
- Penambahan WC umum di Dermaga Keberangkatan  
2010 s/d sekarang APBD 
Pengelolaan Gas Alam Rumah Tangga (City Gas) 2010 s/d sekarang APBN (Rp 
45.122.174.900
) 
Perparkiran Umum 2011 s/d sekarang APBD 
TORR 
PT.Tarakan Bais Energi (TBE Joint Venture Company/JVCO) 
- Pembangunan utility jaringan pipa gas Tarakan Outer Ring 
Rout (TORR) 
- Jaringan pipa bersifat open access 
- Percepatan untuk menanggulangi krisis  infrastruktur energi 
listrik di Kota Tarakan 
- Solusi ketersediaan energi kebutuhan listrik dan citygas 
- Pembangunan utilitas yang terpadu 
2011 s/d sekarang Mitra kerja 
(JVCO) 
Investasi Murni 
(Rp 80 milyar) 
Sumber: Perusda Kota Tarakan, 2013 
 
Dalam perkembangannya, sudah ada Perda Perusda Pelabuhan (Perda No.8 
tahun 2004), akan tetapi tidak diimplementasikan sepenuhnya dengan alasan 
adalah biaya operasional cukup tinggi. Pengelolaan pelayanan pelabuhan 
diintegrasikan kedalam struktur organisasi Perusda Kota Tarakan sebagai satu 
bagian/divisi pelabuhan. Demikian halnya dengan  Perda Parkir dan Perda Pasar 
yang sebelumnya sudah ada akan tetapi tidak diimplementasikan dan keduanya 
menjadi bagian/divisi di dalam struktur organisasi Perusda Kota Tarakan. Sistem 
pengelolaan Perusda Kota Tarakan mirip dengan sistem holding tetapi bukan sistem 
holding secara penuh karena dalam pengelolaan masing-masing unit usaha masih 
dibawa kendali direktur operasi.  
 
Sejak berdirinya Perusda tahun 1999 (berdasarkan UU No.20 tahun 1999), 
sistem pengelolaannya bersifat dinamis. Pada awal berdirinya, Perusda dikelola 
oleh Pegawai Negeri Sipil (semua karyawan adalah PNS). Sistem ini berlaku 
sampai tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011, beberapa asset daerah 
dipihakketigakan dengan sektor swasta yaitu Pelabuhan Tengkayu I dan Pamusian 
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dan bagi hasil kepada pemerintah 20 persen ke pemerintah dan 80 persen ke 
perusahaan tersebut. Target Pendapatan pada saat dipihakketigakan ke sektor 
swasta, sebesar Rp 300 juta. Kemudian pada tahun 2012, kembali dikelola oleh 
Perusda dengan alasan bahwa pengelolaan dari swasta tidak efisien, namun sistem 
pengelolaan Perusda  tidak berbeda dengan pengelolaan oleh sektor swasta yang 
ditandai oleh mekanisme sewa dari pemerintah.  
 
Meskipun terdapat perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan Perusda 
sejak tahun 2012, namun secara kelembagaan Perusda  tetap melanggar 
aturan yang berlaku sebagaimana sistem pengelolaan Perusda  sebelumnya yakni 
mempihakketigakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan kepada sektor swasta. 
Terdapat tiga perubahan pengelolaan sejak Perusda tahun 2012 yaitu (i) seluruh 
karyawan adalah pegawai swasta (tidak ada lagi pegawai negeri sipil), (ii) 
Pelabuhan Tengkayu I dan Pamusian dan Pasar Boom Panjang dan Parkir dikelola 
Perusda (sebelumnya dikelola oleh pihak swasta), (iii) Target pendapatan untuk 
Pelabuhan Tengkayu I meningkat dari Rp 300 juta menjadi Rp 720 juta, sementara 
target pendapatan dari unit usaha lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun-
tahun sebelumnya seperti parkir, bahkan target pasar boom panjang menurun. 
Kelemahannya adalah Perusda mengelola asset daerah dengan sistem sewa dan 
penetapan target terlalu rendah dan tidak melibatkan pihak pemerintah daerah 
(instansi terkait) dalam menghitung potensi penerimaan sumber-sumber penerimaan 
PAD. 
 
Berdasarkan aturan yang berlaku bahwa Perusda mengelola  kekayaan 
daerah yang sudah dipisahkan, namun dalam kenyataan status pengelolaan 
asset daerah oleh Perusda Kota Tarakan tidak jelas. Ketidakjelasan pengelolaan 
asset berimplikasi terhadap beberapa hal antara lain; transparansi  laba yang 
diperoleh oleh Perusda tidak tercipta, penyertaan modal pemerintah untuk tambahan 
kegiatan operasional tidak dilakukan. Penyertaan modal pemerintah hanya 
dilakukan pada saat berdirinya Perusda Kota Tarakan. Akibatnya relasi antara pihak 
pemerintah dan pihak Perusda menjadi tidak harmonis, rasa saling percaya (trust) 
berkurang. Pihak pemerintah mengharapkan agar perusda transparan dalam 
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mengelola asset pemerintah, di sisi lain pihak perusda merasa tidak berkepentingan 
untuk mempresentasikan kinerja kuangan khususnya laba yang diperoleh dengan 
alasan bahwa perusda menyewa asset pemerintah. 
 
Beberapa penyimpangan dari implementasi Perda No.20 tahun 1999 atas 
Perusda Kota Tarakan mulai dari berlakunya sejak tahun 1999 hingga 
sekarang (2013) antara lain: (i) penyimpangan dari unit usaha yang dikelola saat 
ini tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. (ii) pasal 7 ayat (1) dan (2) terkait 
penyertaan modal pemerintah (modal awal sebesar satu milyar atas kekayaan daerah 
yang dipisahkan) tidak jelas, pasal 7 (3) tidak dilakukan hingga sekarang. (iii) pasal 
22 tentang laporan tahunan kegiatan dan pasal 24 tentang penetapan dan 
penggunaan laba bersih.  
 
Perusda Kota Tarakan meskipun mempunyai beberapa kelemahan dari sisi 
dukungan regulasi, namun Perusda tetap memiliki struktur organisasi  dan 
didukung oleh sejumlah staf  dengan latar belakang pendidikan yang 
bervariasi. Struktur organisasi Perusda Kota Tarakan terdiri atas satu orang 
Direktur Utama dan dua direktur (direktur operasi dan direktur umum). Direktur 
operasi membawahi 6 (enam) unit usaha yang masing-masing dikepalai oleh 
seorang Kepala Divisi Usaha. Keenam unit usaha tersebut adalah Pelabuhan 
Tengkayu I dan Pamusian, Pasar, Perparkiran, Kolam Renang dan Wisma, Rukan, 
dan City Gas.  
 
Berdasarkan  analisis aspek kelembagaan tersebut khususnya terkait dengan norma 
atau regulasi, nampak bahwa reformasi struktur organisasi Perusda Kota Tarakan  
perlu dilakukan agar ke depan, Perusda betul menjalankan fungsinya sebagai 
sebuah perusahaan  yang dikelola secara profesional. Pembentukan Perusda baru 
diarahkan kepada dua bentuk yaitu Perusda yang berbentuk Perum (untuk 
pelayanan umum) dan Perusda yang berbentuk PT (untuk bisnis). 
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Terkait dengan hal tersebut, Pengembangan Perusda di Tarakan diajukan 3 (tiga) 
skenario yakni;  
SKENARIO 1 ; Pengelolaan Perusda tetap seperti sekarang tapi harus 
dioptimalkan target pencapaiannya sesuai dengan potensi yang ada dan bersifat 
Transparansi. 
 
SKENARIO 2; Pengelolaan Pelabuhan terpisah dengan perusda, karena 
Pelabuhan sudah ada  Perdanya sejak tahun 2004, Pelabuhan dianggap sudah 
mandiri karena Memiliki omzet yang besar. Jadi di sini ada 2 Perusda yakni 
Perusda Pelabuhan (gabungan semua pelabuhan) dan Perusda bidang jasa 
(gabungan semua unit usaha kecuali Pelabuhan). 
 
SKENARIO 3; Pengelolaannya berbentuk Holding, di mana unit usaha (devisi) 
bersifat  Independen, bebas berkreasi mengembangkan usahanya namun dibawa 
Manajemen Holding. 
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BAB V 
ANALISIS SWOT KOTA  TARAKAN 
Analisis SWOT Perusahaan Daerah Kota Tarakan   
 
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 
mengevaluasi Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang 
(Opportunities) dan Ancaman (Threats) dalam suatu organisasi, proyek, bisnis atau 
suatu perusahaan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Analisis 
SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang 
mempengaruhi keempat faktornya. Proses ini melibatkan  penentuan tujuan yang 
spesifik dari suatu organisasi, proyek, bisnis atau suatu perusahaan dan 
mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan yang 
tidak mendukung dalam pencapaian tujuan tersebut. Analisis SWOT ini merupakan 
salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau membagi 
dan mengevaluasi permasalahan suatu organisasi, proyek, bisnis atau suatu 
perusahaan yang berdasarkan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal 
yaitu: Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunity), dan 
Ancaman (Threats). Metode ini paling sering digunakan dalam mengevaluasi untuk 
mencari strategi yang akan dilakukan karena sangat cocok digunakan dalam 
mengevaluasi kelebihan dan kekurangan suatu organisasi, proyek, bisnis atau suatu 
perusahaan. Analisis SWOT hanya memberikan gambaran situasi yang terjadi dan 
merumuskan strategi-strategi berdasarkan telaah kondisi tersebut, bukan sebagai 
suatu pemecahan masalah. Berikut dibawah ini ditunjukkan unsur-unsur SWOT 
yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dalam bentuk gambar . 
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Untuk mengevaluasi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Tarakan, maka salah 
satu pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Berikut ini 
diuraikan berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang bagi Perusda Kota 
Tarakan. Perusda Kota Tarakan berdiri sejak dikeluarkan Perda No.20 tahun 1999. 
Hal ini berarti Perusda Kota Tarakan mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. 
 
Berdasarkan hasil survey di lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang 
berkompeten maupun melalui pengumpulan data sekunder berupa dokumen dan 
laporan berkala, berikut ini diuraikan faktor-faktor SWOT (faktor internal maupun 
dari faktor eksternal) Perusahaan Daerah Kota Tarakan. 
 
Strenght (Kekuatan) 
Kekuatan yang dimiliki oleh Perusda Kota Tarakan antara lain: 
 Manajemen dan Struktur Organisasi Perusda sudah tersedia. 
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 Memiliki SDM (karyawan yang berstatus pegawai Perusda (Non-PNS) sehingga 
diharapkan bisa lebih mandiri dan profesional dalam mengelola kegiatan usaha 
(bisnis). 
 Mengelola Asset pemerintah daerah 
 Memiliki satu unit kantor  dan mengelola enam unit usaha  
 Status hukum tentang pendirian Perusda Kota Tarakan (Perda No.20 tahun 1999 
tentang Perusda Kota Tarakan) 
 
Weakness (Kelemahan) 
Weakness atau kondisi kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi, proyek, 
bisnis atau perusahaan. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat 
dalam diri sendiri, suatu organisasi, proyek, bisnis atau perusahan. Kelemahan-
kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Kota Tarakan, diidentifikasi 
adalah sebagai berikut: 
 Sumberdaya manusia masih terbatas, terutama dalam hal kesesuaian bidang 
pekerjaan ataupun kualitas yang sesuai untuk pengelolaan berbagai jenis usaha 
yang memungkinkan. Sebagaimana diajarkan dalam ilmu manajemen dengan 
prinsip “The Right Man on The Right Place”  
 Rekruitmen karyawan (pengelola) masih terkait dengan politik  
 Perda No.20 tahun 1999 tidak relevan dengan sistem pengelolaan perusda 
termasuk perkembangan unit usaha Perusda  
 Sistem rekruitmen karyawan belum standar layaknya sebagai suatu perusahaan 
yang profesional. Rekruitmen karyawan dilakukan tanpa analisis kebutuhan dan 
kesesuaian keahlian untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu. 
 Keterbatasan prasarana (kantor dan prasarana-prasarana penunjang lainnya). 
 Beberapa usaha/kegiatan yang sementara dikelola belum jelas kesesuaian 
kewenangan untuk pengelolaannya, misalnya pemungutan retribusi bagi 
penumpang yang masuk di Pelabuhan Tengkayu I yang sebenarnya kewenangan 
memungutnya bisa dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas 
Perhubungan. 
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 Perusda Kota Tarakan belum murni disebut entitas bisnis yang berdiri sendiri 
(karena belum ada pemisahan asset dari milik pemerintah daerah ke Perusda). 
Asset yang ada masih terhitung sebagai asset pemerintah yang belum dipisahkan 
dari daerah. 
 Perusda belum memiliki core bisnis yang jelas dan tidak profesional 
pengelolaannya. Asset-asset daerah yang dekelola selama ini dengan cara 
menyewakan kepada pihak swasta (hanya dipihakketigakan). Fungsi Perusda 
sekarang kurang lebih hanya sebagai fasilitator dan lembaga pemungut retribusi. 
 Transparansi Perusda masih lemah dan laporan keuangan tahunan belum tersedia 
(kalaupun tersedia tetapi sulit diakses) 
 Belum memiliki rencana bisnis sebagaimana halnya perusahaan lain.  
 
Opportunity (Peluang) 
Opportunity adalah kondisi kesempatan atau peluang yang berkembang dimasa 
datang yang terjadi atau bisa disebut Planning Concept. Kondisi yang terjadi 
merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, bisnis atau perusahaan  itu sendiri. 
Peluang-peluang yang terkait dengan keberadaan Perusda Tarakan antara lain 
adalah sebagai berikut: 
 Adanya dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 
yang mengatur tentang keberadaan Perusahaan Daerah Kota Tarakan. Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah (Perusda) Pelabuhan 
Kota Tarakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang 
Otonomi/Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 
(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang revisi ke dua undang-undang 
tersebut). Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah.  
 Perubahan status wilayah yang semula merupakan bagian dari Provinsi 
Kalimantan Timur (KALTIM) sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Utara 
(KALTARA), yang sementara ini telah menunjukkan dinamika dan akselerasi 
pembangunan diberbagai bidang. Hal ini merupakan peluang bagi Perusda Kota 
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Tarakan untuk menunjukkan eksistensi dan menangkap peluang-peluang dalam 
pengembangan ekonomi sebagaimana misi yang diembannya selain berorientasi 
pelayanan publik juga diharapkan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD) dan menyediakan lapangan kerja. 
 Letak wilayah Kota Tarakan yang strategis karena merupakan wilayah 
perbatasan baik regional maupun internasional (sudah ada penerbangan resmi 
rute Tarakan – Tawau (Malaysia) 2 kali sebulan. 
 Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah bersedia dan telah melakukan 
kerjasama dengan Perusda Kota Tarakan.  
 Ada pelabuhan untuk ekspor-impor barang tertentu, tapi belum sepenuhnya 
berjalan yang selama ini hanya bersifat tradisional. 
 Masih terbuka peluang usaha yang bisa dijalankan oleh Perusda antara lain: Jasa 
pergudangan, perdagangan, jasa transportasi barang dan penumpang, Sentra 
Pengisian Bahan Bakar Bergerak (SPBB) di laut untuk melayani moda 
transportasi di laut dan lain-lain. 
 Era perekonomian terbuka dan pasar bebas (globalisasi), yang memungkinkan 
Indonesia dalam hal ini Kota Tarakan untuk menjalin kerjasama ekonomi  
dengan negara-negara lain.  
  
Threats (Ancaman) 
Threats adalah kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu 
organisasi, proyek, bisnis atau perusahaan itu sendiri. Kondisi atau faktor-faktor 
yang dapat mengancam keberadaan Perusda Kota Tarakan, antara lain sebagai 
berikut: 
 Perda No.20 tahun1999 tidak relevan dengan Perusda Kota Tarakan yang ada 
selama ini. 
 Besar kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu kinerja Perusahaan 
Daerah Kota Tarakan disebabkan oleh karena benturan birokrasi, dari dulu 
sampai kini campur tangan pemilik dalam hal ini pemerintah daerah besar. 
Selain itu juga yang menjadi kendala adalah kepentingan pribadi, kepentingan 
kelompok dan tendensi-tendensi politik.  
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 Pesaing yang bisa mengelola kegiatan-kegiatan usaha serupa yang selama ini 
telah dikelola Perusda Kota Tarakan. Baik sifatnya persaingan bisnis lokal 
maupun yang bersifat global (antar negara). 
 Biaya transaksi ekonomi yang masih tinggi (misalnya biaya bongkar-muat 
barang di pelabuhan dan lain-lain), yang pasti akan berimbas pula pada 
pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha Perusda. 
 Kesadaran demokrasi dan pendidikan politik  warga masyarakat yang umumnya 
masih rendah. Hal ini relatif masih berlaku secara umum di Indonesia, misalnya 
dengan penyaluran aspirasi dan tuntutan warga masyarakat yang menyangkut 
hal-hal tertentu dengan mudahnya ditunjukkan dalam bentuk protes, unjuk rasa 
bahkan bisa berujung pada perbuatan anarkis.  
 Prinsip tata kelola pemerintahan yang  baik (Good  Governsnce) termasuk tata 
kelola perusahaan, isu Hak Azasi Manusia (HAM) dan  Lingkungan Hidup . Hal-
hal tersebut diberlakukan secara umum dan bisa berfungsi sebagai patron standar 
pengawasan terhadap suatu organisasi, perusahaan atau bisnis. 
 
Sebagaimana tujuan metode analisis SWOT adalah untuk melahirkan sejumlah 
strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan perusda ke depan. 
Berikut ini diuraikan beberapa rumusan strategi yang diperoleh melalui interaksi 
dari berbagai faktor-faktor SWOT yaitu: 
 
STRATEGI  Strength – Opportunity  (S-O) 
 Memperkuat struktur organisasi dan manajemen dalam rangka menangkap 
peluang-peluang yang ada sesuai dengan regulasi yang relevan.  
 Memperjelas status asset pemerintah yang dikelola agar dan memaksimalkan 
pengelolaan asset-asset fisik daerah yang sementara dikelola untuk 
pengembangan usaha lain, misalnya kegiatan usaha ekonomi yang terkait dengan 
pelabuhan (jas pergudangan, armada angkutan laut untuk penumpang dan 
barang, Depot/Sentral Pengisian Bahan Bakar Bergerak (SPBB), dll). 
 Sinkronisasi perencanaan pembangunan strategis secara umum dengan arah 
perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.  
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 Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM Perusda  
 
STRATEGI  Strenght – Threat  (S-T) 
 Menerapkan manajemen organisasi profesional sehingga bisa mengatasi 
benturan kepentingan birokrasi, pribadi, golongan dan tendensi politik. 
 Memperjelas core business melalui pengelompokan usaha yang sejenis 
 Mengupayakan penguatan modal untuk meningkatkan pelayanan, kontribusi 
pendapatan daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja  dan mengatasi kemungkinan 
munculnya monopoli (fungsi penyeimbang) agar tidak terjadi inefisiensi 
ekonomi.  
 
 
 
STRATEGI  Weakness – Opportunity  (W-O) 
 Berupaya memanfaatkan peluang terbukanya  kerjasama bisnis dengan pihak lain 
untuk mengatasi keterbatasan modal. 
 Menyesuaikan regulasi dan memperbaharui aturan perundang-undangan yang 
ada untuk mengatasi keterbatasan SDM, keterbatasan prasarana dan 
mengoptimalkan capaian orientasi pelayanan, profit dan kesempatan kerja. 
 Merevitalisasi unit-unit kegiatan usaha yang ada dan memiliki prospek untuk 
lebih berkembang dimasa yang akan datang .  
 Melengkapi sarana-sarana penunjang yang mendukung kinerja SDM perusahaan 
yang profesional. 
 Menjalankan usaha secara profesional termasuk transparansi dan membuat 
laporan keuangan serta mempresentasikan dihadapan stakeholder. 
 
STRATEGI  Weakness – Threat  (W-T)  
 Memperkuat modal dalam rangka mewujudkan kemandirian dan menenangkan 
persaingan. 
 Meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi persaingan. 
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 Mengupayakan terwujudnya core bisnis yang jelas untuk memenangkan 
persaingan baik regional maupun internasional (global). 
 Meningkatkan kinerja pengelolaan unit-unit usaha secara lebih profesional dan 
efisien untuk mewujudkan misi yang diemban dan mengatasi ekonomi biaya 
tinggi (high cost economy). 
 
Berikut ditunjukkan hasil analisis SWOT Perusda Kota Tarakan  baik faktor 
internal maupun faktor eksternal dan strategi-strateginya untuk mengoptimalkan 
pencapaian kinerja Perusda dalam bentuk matriks. 
 
 
ANALISIS SWOT PERUSAHAAN DAERAH KOTA TARAKAN 
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STRENGTH (KEKUATAN) 
 
 
STRATEGI  S - O 
 
1. Memperkuat struktur organisasi dan 
manajemen untuk menangkap peluang 
dan menggerakkan Perusahaan Daerah 
Tarakan sebagaimana yang diatur dalam 
PERDA. 
2. Memaksimalkan pengelolaan asset-asset 
fisik daerah yang sementara dikelola 
 
STRATEGI  S – T 
 
1. Menerapkan manajemen organisasi  
professional sehingga bisa mengatasi benturan 
birokrasi dan politik. 
2.  Mengupayakan penguatan modal untuk 
meningkatkan pelayanan dan mengatasi 
kemungkinan munculnya pesaing. 
3. Status karyawan bukan PNS dan laporan 
Organisasi dan manajemen 1 
Mengelola beberapa jenis 
aktifitas usaha 
2 
Mengelola  Modal Fisik 
Pemerintah Daerah 
3 
Perencanaan 
kegiatan/program-program 
4 
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strategis (unggulan). untuk pengembangan usaha lain, 
misalnya kegiatan usaha ekonomi yang 
terkait dengan pelabuhan (gudang, 
armada angkutan laut, SPBB, dll). 
3. Sinkronisasi perencanaan strategis 
dengan arah perkembangan ekonomi 
Provinsi Kalimantan Utara. 
keuangan yang sudah diaudit diharapkan bisa 
lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan 
mengatasi ekonomi biaya tinggi. 
 
Status karyawan pegawai 
PERUSDA bukan PNS. 
5 
 6 
 7 
 
 
WEAKNESS (KELEMAHAN) 
 
 
STRATEGI  W - O 
 
1. Berupaya memanfaatkan peluang 
terbukanya  kerjasama bisnis dengan 
pihak lain untuk mengatasi keterbatasan 
modal. 
2. Menyesuaikan regulasi dan 
memperbaharui aturan perundang-
undangan yang ada untuk mengatasi 
keterbatasan SDM, keterbatasan 
prasarana dan mengoptimalkan capaian 
orientasi pelayanan dan profit. 
3.  Merevitalisasi unit-unit kegiatan usaha 
yang ada memiliki prospek untuk lebih 
berkembang dimasa yang akan datang . 
4. Melengkapi sarana-sarana penunjang 
yang mendukung kinerja SDM 
perusahaan yang professional. 
 
STRATEGI  W - T  
 
1.  Memperkuat modal dalam rangka mewujudkan 
kemandirian dan menenangkan persaingan. 
2.   Meningkatkan kualitasSDM untuk mengatasi 
persaingan. 
3.   Mengupayakan terwujudnya core bisnis yang 
jelas untuk memenangkan persaingan baik 
regional maupun internasional (global). 
4.  Meningkatkan kinerja pengelolaan unit-unit 
usaha secara lebih professional dan efisien 
untuk mewujudkan kedua misi yang diemban 
dan mengatasi ekonomi biaya tinggi (high cost 
economy). 
Keterbatasan modal untuk 
pengembangan kegiatan 
usaha dan pelayanan. 
1 
Keterbatasan Sumberdaya 
Manusia (SDM) 
2 
Sistem rekruitmen 
karyawan belum standar 
3 
 
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Perusda Kota Tarakan tidak 
jauh berbeda dengan perusda-perusda lainnya di Indonesia.  Pada umumnya 
terdapat tiga permasalahan utama Perusda Kota Tarakan yaitu masalah kinerja 
keuangan yang masih rendah, profesionalisme SDM, masalah birokrasi dan politik. 
Permasalahan ini juga berlaku pada beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai 
BUMD (perusda) seperti kasus perusda di Jawa Tengah (Alwi, 2002). Rekruitmen 
SDM pada Perusda Kota Tarakan pada awalnya adalah pegawai negeri sipil, 
pensiunan PNS, dan mantan anggota DPRD. Meskipun saat ini karyawan Perusda 
adalah murni swasta namun masih ditemukan beberapa pengelola berasal dari 
pensiunan  PNS dan mantan anggota DPRD. Walaupun itu belum tentu buruk, 
tetapi paling tidak sifat profesionalisme dan enterpreneuership manajemen Perusda 
tidak berkembang lebih banyak.  Meskipun diakui oleh bahwa Perusda Kota 
Tarakan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai banyak pengalaman di bidang 
bisnis (pengusaha), namun dalam berbagai hal, aspek politik tetap masih nampak.  
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Hal ini tentu saja dapat memengaruhi sifat profesionalisme pengelolaan Perusda 
termasuk didalamnya transparansi laporan keuangan.  
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BAB VI 
KESIMPULAN 
6.1. Kesimpulan 
 
1. Perekonomian Kota Tarakan mengalami perkembangan yang cukup pesat 
selama periode 2009-2011. Kondisi ini ditandai oleh laju pertumbuhan 
ekonomi selama periode tersebut rata-rata 6,7 persen per tahun, jauh di atas dari 
rata-rata Nasional sebesar 5,76 persen. Dilihat dari sumbangan masing-masing 
sektor terhadap pembentukan PDRB di Kota Tarakan, sumbangan sektor 
perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan tertinggi secara rata-rata 
41,2 persen pertahun dalam kurun waktu 2009-2011.  Sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran merupakan sektor primadona bagi  Kota Tarakan disamping 
karena tingkat pertumbuhannya yang sangat cepat juga sumbangannya terhadap 
pembentukan nilai tambah PDRB adalah terbesar diantara sektor-sektor 
lainnya. 
2. Perusda Kota Tarakan mengelola 6 unit usaha yaitu Pasar, Pelabuhan (Pel 
Tengkayu I dan Pel Pamusian), City Gas, Parkir, Rukan, dan Kolam 
Renang Wisma Patra yang kesemuanya bergerak dibidang pelayanan 
jasa. Dari keenam unit usaha tersebut, pelabuhan Tengkayu I merupakan unit 
usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD dibandingkan 
dengan unit usaha yang lain. Meskipun demikian, Perusda nampaknya belum 
memiliki core business yang jelas.  
3. Dampak keberadaan Perusda terhadap pembangunan ekonomi terutama 
kontribusinya terhadap pendapatan daerah dianggap masih tergolong 
rendah. Penetapan target pendapatan yang disetor ke pemerintah daerah masih 
terlalu rendah dibanding dengan potensi penerimaan dari unit usaha yang 
dikelola relatif besar. Hal ini terindikasi dari hasil penyetoran pendapatan ke 
pemerintah daerah melebihi  target yang ditetapkan dan kontribusinya rata-rata 
sekitar 1% persen dari PAD per tahun. Masih banyak unit usaha dikelola tidak 
tertera secara jelas target penerimaannya. 
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4. Dalam mengelola dan mengembangkan unit usahanya, Perusda 
menghadapi tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut berupa 
keterbatasan anggaran, dukungan regulasi,  SDM (rekruitmen pegawai), dan  
sarana dan prasarana pendukung. Dukungan pemerintah dalam bentuk 
penyertaan modal (pemberian modal kerja) tidak berjalan sebagaimana arahan 
Perda No.20 tahun 1999. 
5. Dari aspek kelembagaan, ada tiga yang menjadi penekanan yaitu  SDM, 
organisasi, dan Norma. Jumlah SDM yang bekerja di Kantor Pusat Perusda 
sudah tergolong cukup dan tingkat pendidikan didominasi oleh Sarjana, namun 
masih terdapat juga pegawai yang tidak mempunyai ijazah, Perusda 
mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas direktur utama yang dibantu 
oleh direktur umum dan direktur operasi dan dibawah direktur operasi terdiri 
atas penanggung.jawab masing-masing unit usaha. Sementara norma atau 
regulasi yang mendukung adalah Perda No.20 tahun 1999 meskipun belum 
sesuai dengan implementasi. Meskipun ketiga aspek kelembagaan tersebut 
telah dimiliki oleh Perusda, namun kelemahannya adalah (i) belum memiliki 
dokumen rencana bisnis yang jelas, (ii) rekruitmen staf sebagian dari anggota 
DPRD.  
6. Sejak berdirinya Perusahaan Daerah, Sistem Pengelolan usaha sangat 
dinamis. Pada awal tahun terbentuknya, tenaga kerja berasal dari PNS. 
Perkembangan berikutnya dipihakketigakan ke sektor swasta, dan saat ini 
sistem pengelolaannya dikembalikan kepada Perusda dengan seluruh 
staf/karyawan non-PNS. 
 
6.2. Rekomendasi 
 
1. Kontribusi Perusda terhadap PAD masih sangat kecil. Oleh karena itu, ke 
depan perlu peningkatan pendapatan yang disetor ke pemerintah daerah melalui 
kegiatan: (i) penetapan target pendapatan sesuai dengan potensi dan perlu 
penetapan target untuk semua unit usaha termasuk pengelolaan pasar. (ii)  
melakukan pengawasan  untuk menekan kebocoran.  
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2. Dari aspek kelembagaan, Perusda harus menyusun rencana bisnis (business 
plan). Perusda perlu menerapkan prinsip good governance terutama 
transparansi dan akuntabilitas, dan rekruitmen pegawai atau pengelola Perusda 
sebaiknya bebas dari birokrasi pemerintah ataupun partai. Perusda perlu 
menyampaikan laporan kinerja termasuk kinerja keuangan secara transparan 
kepada publik. 
3. Unit usaha yang dikelola Perusda terlalu luas dan tidak fokus sehingga  
mempengaruhi kinerja perusda. Disarankan agar Perusda mempunyai core 
business yang jelas yaitu (i) mengelola unit bisnis khusus pelabuhan dan ini 
sudah didukung oleh Perda No.8 Tahun 2004 tentang Perusda Pelabuhan Kota 
Tarakan. 
4. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan mengantisipasi pemberlakuan UU 
tentang BUMD kedepan, Perusahaan Daerah perlu diarahkan kepada dua 
bentuk kelembagaan yaitu Perum khusus terkait dengan layanan publik dan 
perseroan untuk bisnis. 
5. Bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih yaitu (i) Mempertahankan 
struktur organisasi yang ada saat ini dengan mengoptimalkan pemanfaatan 
potensi untuk masing-masing unit usaha, antara lain menyediakan SPBU 
bergerak, (ii) Penggabungan beberapa unit usaha menjadi dua perusda yaitu 
Perusda Pelabuhan dan Perusda Non Pelabuhan (iii) Membentuk holding  
dimana usaha yang ada dikelola secara independen dalam bentuk perseroan dan 
tidak dibawah kendali Direktur Operasi seperti yang ada saat ini. 
 
